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ABSTRAK

Yayasan Masjid Nurul Amal yang didirikan pada tanggal 28 Mei
1984, bermaksud membuat suatu akta perubahan anggaran dasar dihadapan
Notaris untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Notaris
tersebut mengharuskan kepada para pendiri untuk membuat permohonan
Penetapan dari Pengadilan. Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan penetapan
Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, tanggal 14 Juni 2006, terhadap permohonan
Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut. Alasan Notaris tersebut mengharuskan
kepada para pendiri Yayasan untuk membuat permohonan Penetapan dari
Pengadilan, serta peran notaris terhadap pembuatan akta perubahan anggaran
dasar Yayasan sectelah berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan. Bahwa
Notaris' mengharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok agar
menambah kekuatan hukum atas perubahan anggaran dasar Yayasan Masjid
Nurul. Amal tersebut. Sedangkan penulis berpendapat bahwa hal itu sebenarnya
tidak perlu dilakukan oleh notaris tersebut, karena menurut Akta Pendirian
Yayasan Masjid Nurul Amal perubahan anggaran dasar tetap dapat dilaksanakan
tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 12
Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal. Peran Notaris dalam membuat akta
perubahan anggaran dasar Yayasan dalam kewajibannya sebagai pejabat umum
yang berwenang yaitu membuat akta otentik atas perubahan anggaran dasar
Yayasan. Notaris juga harus menjelaskan mengenai segala hal yang akan diatur
dalam akta perubahan anggaran dasar yang akan dibuat tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif.

iii
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ABSTRACT

Masjid Nurul Amal Foundation established in Mei 28" 1984, had
intended to produced the foundation charter amendment deed in front of the
Notary to adjusted it with the Regulations Number 16 Year 2001, and also the
amendment in Regulations Number 28 Year 2004 about foundation. The Notary
required the founder of the foundation to make a request application of the
quotition to the court. Government Court in Depok produced the quotition
number: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, on June 14" 2006, concerning the request
application of Masjid Nurul Amal Foundation. The reason for the requirement is
to add more the law power of Masjid Nurul Amal Foundation charter amendment
deed. The writer does not agree with the Notary opinion, because considered to
the 12™ chapter of the foundation consideration, it said clearly that the charter
amendment deed could still have been done without the quotition from the court.
The Notary role in making the changing of the foundation consideration
document with the duties.as public official that competent is making an authentic
documents of tehe foundation charter amendment deed. The Notary also has to
explain about everything that will be arranged in the deed. The research of this
thesis is using the normative juridical method.
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BAB1I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia merupakan mahluk pribadi serta mahluk sosial. Sebagai
mahluk pribadi manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya
sebagai mahluk sosial dan mahluk yang berbudaya. Kebutuhan tersebut
merupakan  segala yang diperlukan manusia  untuk menyempumakan
kehidupannya.’

Kebutuhan juga merupakan perwujudan budaya manusia yang membuat
setiap orang menyadari bahwasanya mereka adalah bagian dari kelompoknya.
Maka timbul hubungan-hubungan yang bersifat sosial dan tolong menolong,
seperti timbulnya suatu bentuk kumpulan-kumpulan manusia.

Bentuk-bentuk dari kumpulan-kumpulan manusia tersebut ada .yang
berupa persekutuan modal misalnya Perseroan Terbatas (PT), namun ada juga
yang bertujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang bersifat sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan seperti Yayasan.

! Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2006), hal. 4.
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Secara konseptual antara Perseroan Terbatas dengan Yayasan dapat
dibedakan dari aspek dan tujuannya yaitu bahwa Perseroan Terbatas didirikan
untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya sedangkan Yayasan
didirikan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Hal itulah yang membedakan Yayasan dengan Perseroan Terbatas (PT),
seperti yang disimpulkan oleh seorang tokoh dalam hukum Belanda yang terkenal
yaitu Molengraaf yang membuat rumusan dengan menyebutkan unsur-unsur

perusahaan sebagai berikut:

a. Terus menerus;

b.Terang-terangan;

¢.Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan);

d.Menyerahkan barang-barang;

e.Mengadakan perjanjian perdagangan;

f. Bermaksud mendapatkan laba.
Dalam rumusan Molengraaf tersebut tidak terdapat unsur pembukuan, tetapi
Polak menambahkan unsur ini dalam pengertian perusahaan, yang dapat dilihat
dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang mengharuskan

perusahaan membuat pembukuan yang berisi catatan tentang harta kekayaan dan

% Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan di
Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1997) hal.8.
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kewajiban perusahaan. Keuntungan dan atau laba.yang diperoleh ‘hanya dapat
diketahui dari pembukuan. Pembukuan juga menjadi dasar perhitungan pajak
yang wajib dibayar kepada pemerintah.’

Begitupun halnya dengan Yayasan, sesuai dengan Pasal 48 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahwa Yayasan

memiliki pembukuan tentang harta kekayaan serta keuntungan yang diperoleh

dari didirikannya Yayasan tersebut, dalam hal inilah dapat diketahuinya kejujuran

dari pendiri Yayasan, karena para pendiri, tidak boleh membagikan keuntungan
dari Yayasan.

Yayasan merupakan tiap kekayaan (vermogen) yang bukan merupakan

" kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam

pergaulan hukum, Yayasan bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban
tersendiri, seperti yayasan-yayasan yang menjadi dasar keuangan banyak
kelompok swasta.*

Seorang tokoh terkenal yaitu Scholten mengatakan “Yayasan adalah
suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan

itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan

* C.S.TKansil dan Christine S.T Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum
Dalam Ekonomi bagian 3), (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), hal 37.

* Chidir Ali, Badan hukum, (Bandung: Alumni, 1987), hal.64.
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penunjukkan bagaimana kekayaan itu diurus dan digunakan.”

Dalam praktek sehari-hari Yayasan biasanya sering dipersamakan
dengan organisasi (perkumpulan), namun tidak mementingkan keuntungan,
sedangkan untuk menjadi pengurus Yayasan didasarkan atas sukarela dari
mereka yang hendak mewujudkan tujuannya yang bersifat idiil. Ketentuan yang
demikian itu sudah menjadi dasar dari Yayasan.®

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan pada tanggal 6 Agustus 2601, pendirian Yayasan masih
mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek) dan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (wetboek van koophandel).” Pada waktu
itu, tidak ada “aturan main” yang rinci dan jelas perihal Yayasan. Namun karena
hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, dan merupakan peraturan-

peraturan yang hidup dalam masyarakat, yang dapat memaksa orang supaya

mentaati tata tertib dalam masyarakat, memberikan sanksi yang tegas terhadap

5 Ali Rido, Badan hukum dan Kedudukan Badan hukum Perseroan, Perkumpulan,
Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni, 1986), hal.112.

¢ Wiwoho Soedjono, Yayasan Sebagai Bentuk Hukum, (Surakarta: Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret, 1990), hal.2.

? Ignatius Ridwan Widyadharma, Badan hukum Yayasan, (Semarang: UNDIP, 2001),
hal.1
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siapa yang tidak mau mentaatinya.®

Hal tersebut mendasari terbentuknya suatu Undang - Undang  yang
mengatur tentang Yayasan di Indonesia, yang dimulai sejak tanggal 6 Agustus
2001. Suatu perjalanan yang panjang dimulai dari berbagai naskah akademik
Rancangan Undang-Undang  yang lahir silih berganti, pembicaraan yang
panjang di DPR akhimya dalam waktu 45 (empat puluh lima) tahun setelah
Belanda memiliki Undang-Undang Yayasan baru kini Indonesia memiliki
Undang-Undang mengenai persoalan yang sama. °

Pembentukan suatu Yayasan didalam hukum perdata disyaratkan dalam
2 (dua) aspek, yaitu:
- (1) Aspek Materiil :
a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan
b. Harus ada suatu tujuan yang jelas

c. Harus ada organisasi (nama, susunan dan badan pengurus)

(2) Aspek Formil :Pendirian Yayasan dalam wujud akta otentik. '

® C.S.TKansil dan Christine S.T Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum
Dalam Ekonomi bagian 1), (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2002), hal 1.

® Chatamarrasjd Ais, Badan hukum Yayasan, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002),
hal.1. .

10 H.P.Panggabean, Praktik Pengadilan Menangani Kasus Aset Yayasan, (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal.7.
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Dalam aspek formil pembentukan Yayasan, akta otentik tersebut hanya
dapat dibuat oleh Notaris yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan
oleh suatu peraturan umum untuk menjamin kepastian tanggal, menyimpan
aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya. ' Pasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan definisi yang serupa, yaitu
bahwa akta otentik merupakan suatu akta yang ditentukan oleh Undang-Undang,
dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu
ditempat dimana akta dibuatnya, yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum
tersebut adalah Notaris.

Pada kenyataannya memang Yayasan didirikan dengan akta Notaris
dengan tujuan memisahkan suatu harta kekayaan si pendiri, yang kemudian tidak
boleh dikuasai lagi oleh si pendiri. Akta Notaris memuat anggaran  dasar
Yayasan sehingga ketentuan yang
terdapat dalam anggaran dasar itu merupakan ketentuan yang mengikat Yayasan
serta pengurusnya dan bila ada juga memuat ketentuan tentang orang-orang yang

mendapat manfaat dari harta Yayasan.'?

1 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal.27.

12 Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf, (Bandung:
Eresco, 1993), hal.165-166.
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Hal yang sebenarnya berlaku di Indonesia adalah seperangkat ketentuan
yang terjadi dengan sendirinya yang menjelma menjadi hak, kebiasaan, atau yang
diatur dalam anggaran dasar dari Yayasan dan juga bila ada putusan hakim yang
kemudian jika terjadi berulang-ulang menjadi yurisprudensi sehingga menjadi
hukum yang dianut oleh semua orang.l3

Dahulu semua orang bisa mendirikan Yayasan, dimana Notaris biasanya
tidak memiliki format yang baku mengenai akta pendirian Yayasan. Hal tersebut
membawa dampak setiap Yayasan dapat memiliki format anggaran dasar sendiri
seperti halnya Perkumpulan atau Persekutuan Perdata. Masing-masing yayasan
bisa membuat anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendaftaran
perihal berdirinya suatu Yayasan juga cukup dilakukan pada Pengadilan Negeri
setempat seperti halnya Persekutuan Firma dan Perseroan Komanditer.'

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan, dalam memperoleh statusnya sebagai badan  hukum, akta pendirian
Yayasan tersebut harus telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia.'® Seperti yang telah diketahui bahwa Yayasan didirikan

B Ibid.

" Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis (Persekutuan Perdata,
Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer), (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.208.
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dengan akta pendirian oleh para pendiri dihadapan Notaris, dimana Yayasan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memiliki
tujuan-tujuan sebagai berikut:
a. Sosial
b. Kemanusiaan
c. Keagamaan

Seperti yang telah diketahui bahwa Yayasan memiliki maksud dan
tujuan yang bersifat sosial, dan memerankan fungsi kemasyarakatan sehingga
oleh pemerintah diberikan insentif di bidang perpajakan tidak seperti Perseroan
Terbatas (PT). Oleh karena itu, masyarakat berbondong-bondong mendirikan
Yayasan dalam berbagai macam bentuk yang diarahkan kepada maksud dan
tujuan sosial tersebut, sehingga Sekolah, Universitas (lembéga pendidikan),
bahkan penyalur pembantu rumah tangga memilih bentuk Yayasan sebagai wadah
usaha mereka.'®

Pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001,
berbagai polemik timbul, karena salah satu syarat daripada suatu Yayasan adalah

tidak boleh mengalihkan kekayaan Yayasan baik langsung maupun tidak

15 Mariam Darus, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pendirian Badan hukum Oleh
Pemerintah, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995), hal 1.

16 pahala Nuinggolan dan Riyanto Wujarso, Perpajakan Untuk Yayasan dan Lembaga
Nirlaba Sejenis, (Jakarta: PPM, 2004), hal.12. '
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langsung, yaitu berupa gaji, upah, honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai
dengan uang (dengan kata lain dilarang membagikan keuntungan) kepada pendiri
atau pembina, pengurus dan pengawas. Namun hal tersebut diubah didalam Pasal
5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa terdapét
pengecualian tentang pengalihan kekayaan tersebut yaitu didalam anggaran dasar
dapat ditentukan bahwa pengurus menerima upah, gaji, atau honorarium dalam

hal pengurus Yayasan:

1. Bukan pendiri, dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas

2. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh

Hal tersebut disebabkan karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut ingin menyampaikan
pesan bahwa pendiri Yayasan harus siap bekerja keras. Karena salah satu tujuan
didirikannya Yayasan adalah untuk kegiatan sosial, bukan untuk mencari
keuhtungan. Hal ini “memukul” banyak pengusaha yang semula mengambil
bentuk usaha berupa Yayasan dalam melaksanakan usahanya. Terutama untuk
Yayasan bergerak dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, sejak adanya
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak sedikit Yayasan
yang bergerak dalam bidang Pendidikan merubah status mereka menjadi

Perseroan Terbatas (PT). Begitu pula untuk Yayasan-Yayasan yang terbilang baru
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didirikan dan bergerak di bidang pendidikan juga sudah diarahkan untuk merubah
bentuknya menjadi Perseroan Terbatas (PT) saja, karena para pendiri Yayasan
berpikir bahwa pembagian keuntungan atau pengalihan asset Yayasan baik
langsung maupun tidak langsung merupakan hal yang dilarang. 17

Pada kenyataannya banyak pihak yang melakukan protes keras terhadap
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Itulah sebabnya pemberlakuannya
kemudian tidak jelas, karena dari pihak pemerintah sendiri melakukan revisi,
bahkan sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini mati suri sebelum efektif. Karena hanya
mengatur Yayasan sebagai objeknya maka beberapa LSM sepakat mengganti
badan hukum mereka menjadi perkumpulan, dengan demikian tidak terkena
sebagai objek yang diatur dalam Undang-Undang ini terutama dalam hal-hal yang
dilarang yaitu tidak boleh membagikan keuntungan dan mengalihkan kekayaan
Yayasan baik langsung maupun tidak langsung oleh pendiri Yayasan, karena
mereka menganggap
keuntungan Yayasan tersebut merupakan sumber dana bagi kelangsungan hidup

mereka. '8

17 Irma Devita Purnamasari, ”Serba Serbi Yayasan,”

<http://www.irmadevita.com/category/yayasan>, 18 Oktober 2007.

'8 Nuinggolan dan Wujarso, loc.cit.
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Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan, Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat yang mengatur
tentang Yayasan. Seperti halnya Yayasan Masjid Nurul Amal yang didirikan pada
tanggal 28 Mei 1984, sehingga dalam kurun waktu sejak didirikannya Yayasan
tersebut sampai dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan, ada 2 (dua) orang pendiri Yayasan yang tidak diketahui lagi
keberadaannya dimana pada saat itu para pendiri Yayasan tersebut bermaksud
ingin membuat suatu akta perubahan anggaran dasar dihadapan Notaris, kemudian
~Notaris tersebut mengharuskan kepada para pendiri untuk membuat permohonan -
Penetapan dari Pengadilan, walaupun Notaris tersebut mengetahui bahwa dengan
‘ketidakhadiran kedua orang tersebut perubahan anggaran dasar tetap dapat
~dilaksanakan karena tetap memenuhi kuorum untuk perubahan anggaran dasar.

Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut kemudian membuat permohonan -
kepada Pengadilan Negeri Depok untuk meminta penetapan seperti yang
diharuskan oleh Notaris. Kemudian Pengadilan Negeri Depok menggunakan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2004 sebagai salah satu dasar dalam mengeluarkan penetapan tanggal 14 Juni
2006, Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, terhadap permohonan Yayasan Masjid
Nurul Amal tersebut, yang diketahui belum pernah mengadakan perubahan

anggaran dasar sejak Yayasan tersebut didirikan.
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B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapat dikemukakan
pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa‘ Notaris yang membuat akta perubahan Anggaran dasar Yayasan
Masjid Nurul Amal tersebut mengharuskan kepada para pendiri Yayasan
untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan?

2. Bagaimanakah peran Notaris terhadap pembuatan akta perubahan anggaran
dasar Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif. Konsep ini mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data yaitu dengan jenis data
primer dan data sekunder. Data primer berfungsi untuk melengkapi atau
mendukung data sekunder yang diperoleh langsung dari pengurus Yayasan
Masjid Nurul Amal dan Notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar
Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut. Data sekunder merupakan data yang
bersumber pada peraturan pérundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur,
dokumen dan data lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data

sekunder mempunyai lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi  surat-surat
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pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang
dikeluarkan oleh pemerintah.'®

Adapun data sekunder ini dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan
mengikat dari isinya, yaitu: |

1. Bahan hukum primer yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

2. Bahan hukum sekunder yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum
primer yaitu berupa penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor:
-17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, Akta Pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal, Akta
Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal, tulisan para ahli,
makalah seminar, dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi tentang bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus Bahasa Indonesia.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif kualitatif,

yakni dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori-teori,

s, Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),
hal.34.
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maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan

pokok permasalahan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab 1.

Bab 1II.

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, pokok
permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Peran Notaris Dalam Pendirian Yayasan Sebagai Badan  hukum
Setelah Berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan.
A. Landasan Teori
1. Pengertian Yayasan
2. Prinsip Dasar Yayasan
3. Organ Yayasan
3.1. Pembina
3.2. Pengurus
3.3. Pengawas
B. Pembuatan Akta Pendirian Yayasan sebelﬁm dan setelah
berlakunya Undang-Undang Yayasan.
1. Pembuatan Akta Pendirian Yayasan sebelum berlakunya
Undang-Undang Yayasan.
2. Pembuatan Akta Pendirian Yayasan setelah berlakunya

Undang-Undang Yayasan.
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C. Analisis Hukum
1. Alasan Notaris mengharuskan para pendiri Yayasan untuk
membuat permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri

1.1. Analisis Penulis Tentang Alasan Notaris yang
mengharuskan para pendiri Yayasan membuat
permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri.

1.2. Analisis Notaris Tentang Alasannya mengharuskan
para pendiri Yayasan membuat permohonan penetapan
dari Pengadilan Negeri.

2. Peran Notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran
dasar Yayasan berdasarkan Undang-Undang tentang Yayasan

2.1. Peran Notaris

2.2 Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul
Amal berdasarkan Undang-Undang Yayasan

Bab II. Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil
dari keseluruhan penulisan tesis ini, dan juga saran dari penulis atas

permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan tesis ini.
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BAB 1I
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempuhyai anggota.?’

2. Prinsip Dasar Yayasan

2.1. Kedudukan hukum Yayasan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan, kedudukan
Yayasan dimasukkan sebagai badan hukum. Hal ini dikembangkan dan
dipengaruhi oleh pendapat-pendapat ahli hukum, yang dirangkum dengan satu
pengertian bahwa:

“Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu

pernyataan kehendak. Pernyataan  kehendak ini harus berisikan
pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu dengan petunjuk

% Indonesia, Undang-Undang Yayasan, UU No.16 tahun 2001, LN No.112 tahun 2001,
ps. 1 butir (1).
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bagaimana seharusnya kekayaan itu diurus dan digunakan.”?!

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Yayasan
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau
pejabat yang ditunjuk olehnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Sedangkan Pasal 11 ayat(2) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa didalam memberikan
pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan sebagai badan hukum kewenangan
Menteri dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia pada wilayah kerjanya dari kedudukan yayasan tersebut.”> Namun hal
tersebut telah diubah ketentuannya dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004, sehingga untuk memperoleh pengesahan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada
Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengesahan diperoleh langsung dari
Menteri, dan kewenangan Menteri tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh Kepala
Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada wilayah kerjanya

dari kedudukan dimana yayasan berada.

?! Widyadharma, loc.cit.

22 Ibid. hal. 13
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2.2, Nama Yayasan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengatur ketentuan tentang

nama Yayasan, yang berbunyi sebagai berikut:

Yayasan tidak boleh memakai nama yang;:

1. Telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau

2. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan atau

kesusilaan.”?

Untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang
Yayasan tersebut, maka pendiri Yayasan mempunyai kewajiban untuk melakukan
pengecekan nama pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut
dilakukan untuk mencegah terjadinya penggunaan nama yang sama oleh Yayasan
lainnya.
2.3. Kegiatan Usaha Yayasan

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan
bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian

maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta

dalam suatu badan usaha. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang

3 Indonesia, Undang-Undang Yayasan, UU No.16 tahun 2001, LN No.112 tahun 2001,
ps. 15 ayat (1).
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Nomor 16 Tahun 2001 terdapat larangan untuk tidak boleh mémbagikan hasil
kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Badan usaha yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut harus
memiliki kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. Pasal 8
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juga menyatakan bahwa selain harus
sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, kegiatan usaha dari badan usaha
tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juga memberikan
kemungkinan kepada Yayasan untuk dapat melakukan penyertaan dalam berbagai
bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan
tersebut maksimal hanya 25% (dua puluh lima persen) dari seltruh kekayaan
Yayasan. Sekaligus guna mencegah terjadinya tumpang tindih dalam
pekerjaannya, maka anggota pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan dilarang
merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan anggota Dewan Komisaris
atau pengawas dari badan usaha.

2.4. Tujuan Yayasan

Undang-Undang tidak memberikan gambaran yang jelas, apa yang

dimaksud dengan tujuan di bidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan itu

sendiri. Dalam penjelasannya, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor
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16 Tahun 2001 ini dianggap sudah jelas oleh pembuat Undang-Undang. Padahal
dengan tidak dijelaskannya maksud dari tujuan dibidang sosial, kemanusiaan,
keagamaan, dalam prakteknya nanti bisa menimbulkan banyak interpretasi.
Satu-satunya penjelasan yang ada, hanyalah kegiétan usaha yang dapat
dilakukan oleh Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya, sebagaimana
yang terdapat dalam draft akta pendirian Yayasan yang formatnya sudah baku,
yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai

berikut:

a. Dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan rumah yatim piatu,
mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan
sekolah lemah mental, pendidikan informal seperti kursus-kursus,
keterampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat
kelompok bermain sampai dengan perguruan tinggi, kesenian,
olahraga, dan perlindungan konsumen serta kegiatan usaha lainnya
yang terkait.

b. Dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan rumah ibadah
(masjid, vihara, gereja, klenteng), pesantren, pemeliharaan taman
makam, penyaluran infaq dan sedekah serta kegiatan usaha lainnya
yang terkait

c. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi mendirikan rumah sakit,
mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah, pelayanan
Jjenazah, penampungan pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan
hidup serta kegiatan usaha lainnya yang terkait

d. Satu dan lain melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha lain yang sah,
dalam arti kata yang seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan
yayasan, dalam rangka pelaksanaan maksud dan tujuan yayasan
sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan,
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maksud dan tujuan yayasan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.?*
Karena tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan dibidang sosial,
keagamaan dan kemanusiaan, maka untuk melihat tujuan dari Yayasan yang ada
nantinya, harus dilihat berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukannya.

Adanya kesulitan untuk menginterpretasikan batasan atas tujuan sosial
itu ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja, negara-negara lain juga
mengalaminya. Contohnya di negara Singapura dan sebagian besar negara-negara
dengan sistem common Iaw. pada tahun 1891 dalam kasus “Income Tax Special
Purposes Comission vs Pemsel AG 531 di Inggris”, melalui hakim Lord Mac
Naughten telah menetapkan 4 (empat) kategori dari tujuan sosial yaitu
mengentaskan kemiskinan, memajukan pendidikan, memajukan agama, dan
tujuan-tujuan lain yang dapat menguntungkan masyarakat. Walaupun kategori
yang terakhir ini, pada pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan dan
penilaian hakim. Hakim harus dapat menentukan apakah suatu kegiatan yang

dilakukan itu dapat menguntungkan masyarakat atau tidak >

% Draft Akta Pendirian Yayasan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.

% Thomas Silk, “Perbandingan Sistem Hukum di Sepuluh Negara Asia Pasifik” dalam
Silantropi dan hukum di Asia Te enggara, Tantangan Untuk Indonesia, (Jakarta:PT.Fristi
Pratama,1999), hal 45-46.
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Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-udang Nomor 16 Tahun
2001 disebutkan bahwa suatu Yayasan dapat mendirikan badan usaha dan atau.
ikut serta dalam suatu badan  usaha untuk menunjang kegiatan usahanya.
Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 7 ayat (1).%® Ikut sertanya yayasan
dalam suatu Badan usaha, ditentukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari
seluruh nilai-nilai kekayaan yayasan. Jadi, jika diperkirakan dengan melakukan
penyertaan tersebut, justru akan membawa akibat yayasan merugi, maka
penyertaan itu tidak boleh dilakukan.
2.5. Kekayaan Yayasan

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan
sepenuhnya oleh pengurus. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 memberikan beban tanggung jawab kepada pengurus untuk
membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan
keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Terhadap Yayasan yang
kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negeri atau pihak lainnya atau
memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
Maka kekayaan tersebut wajib di audit oleh akuntan publik dan laporan tahunan

wajib diumumkan dalam harian yang berbahasa Indonesia. Mekanisme ketentuan

%6 Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2001 : “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih
dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal”.
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tersebut diatas ini dimaksudkan sebagai rangka penerapan prisip keterbukaan dan
akuntabilitas pada masyarakat.

Kekayaan Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tersebut dimaksudkan dengan kekayaan yang berasal dari sejumlah kekayaan
yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan Yayasan dapat
pula diperoleh dari:

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat

Merupakan sumbangan sukarela, yang dapat diterima dari negara ,
masyarakat, ataupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan penutup Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dipersyaratkan bagi yayasan yang
mendapatkan bantuan atau sumbangan dari masyarakat, negara dan dari luar
negeri sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, diwajibkan
untuk membuat ikhtisar laporan tahunan yang akan diumumkan pada papan
pengumuman di Kantor Yayasan. Laporan keuangan ini, terlebih dahulu diaudit
oleh Akuntan Publik. Hasil aud-itnya kemudian disampaikan kepada pembina dan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengumuman tersebut mencakup
bantuan atau sumbangan yang diperoleh Yayasan tersebut selama 10 (sepuluh)
tahun terakhir sebelum diundangkannnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

ini berarti bagi bantuan atau sumbangan yang diperoleh yayasan sebelum tanggal
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6 Agustus 2001 tidak wajib untuk dilaporkan, walaupun mungkin nilai dari
bantuan atau sumbangan yang didapat jumlahnya melebihi ketentuan tersebut
diatas.

b. Wakaf
Merupakan suatu pemberian dari seseorang semasa hidupnya berupa hak

milik untuk kegiatan di bidang peribadatan atau kegiatan lainnya sesuai dengan
ajaran agama Islam. Fungsi dari wakaf itu sendiri tidak lain adalah agar benda
yang diwakafkan itu dapat membawa manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi
umat manusia.
c. Hibah

Adalah pemberian seseorang kepada orang lain seinasa pemberi hibah
masih hidup. Pemberian hibah dilakukan dengan akta otentik dan pada saat yang
bersamaan, penerimaan hibah tersebut juga dilakukan dengan akta otentik yang
dibuat dihadapan Notaris.
d. Hibah wasiat

Hibah wasiat, baru terbentuk setelah pemberi hibahnya meninggal dunia.
Si pemberi hibah wasiat ini, mewariskan kepada seseorang atau lebih beberapa
barang-barangnya, baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak.
Besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan, tidak boleh melebihi dari

bagian mutlak para ahli waris menurut Undang-Undang (Legitieme Portie).
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Adanya hibah wasiat ini, nantinya akan turut diperhitungkan kembali pada saat

pembagian wérisan si pemeberi hibah wasiat.

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti jika yayasan
membuka rekening di bank, maka bunga tabungan yang diperoleh dari bank
tersebut menjadi milik dari yayasan.

Dimungkinkan pula negara memberikan bantuan kepada Yayasan. Akan
tetapi disamping adanya ketentuan tentang asal dan berasal dari mana kekayaan

Yayasan, juga dibebankan kewajiban kepada Yayasan bahwa kekayaan-kekayaan

 tersebut harus dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban Yayasan ini tentang

kekayaannya adalah untuk memenuhi arti dari maksud dan tujuan Yayasan yang
didirikan tersebut.

Kesemuanya tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan
ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Juga wajib melaksanakan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada
masyarakat. Oleh karena itu tampak begitu ketatnya aturan tentang Yayasan
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, bahkan Pasal 5 Juncto Pasal 3
ayat 2 menyebutkan pula bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang
maupun kekayaan lain yang diperoleh, dilarang disisihkan atau dibagikan secara

langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan,
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atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan tersebut, maka
pelanggaran atas hal tersebut diatur dalam Pasal 70 Undé.ng-Undang yang sama
diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
hukuman tambahan mengembalikan uang, barang atau kekayaan Yayasan yang
dialihkan atau dibagikan.

Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tersebut diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dengan Pasal 5
ayat (1) dan ayat (2), dimana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengecualian atas ketentuan dalam Pasal 5 ayat
(1), dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus dapat
menerima upah, gaji, atau honorarium dalam hal pengurus Yayasan:
1. Bukan pendiri, dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas
2. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh

Demikian jika memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tersebut, maka juga dimaksudkan dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a tentang
sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat adalah sumbangan atau bantuan
sukarela yang diterima Yayasan baik dari negara, masyarakat maupun pihak lain
asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan pula bahwa kekayaan
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Yayasan juga dapat diperoleh dari wakaf, yang dimaksud dengan wakaf disini
adalah wakaf dari orang atau dari badan hukum.

Kekayaan Yayasan yang berasal dari wakaf oleh Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001 secara tegas ditentukan bahwa kekayaan tersebut diatur
berdasarkan ketentuan perwakafan: Ini sekaligus harus dijelaskan bahwa
kekayaan yang berasal dari wakaf tidak dimasukkan dalam harta pailit jika
Yayasan pailit, jika ketentuan perwakafan diperlakukannya.

Juga dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
kekayaan Yayasan yang didapat dari “hibah”, ini diartikan dan dimaksudkan
dengan “hibah” adalah hibah dari orang atau dari badan hukum pula. Kemudian
Juga dijumpai tentang besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan itu
wajib tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.
Sedangkan pula dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut dijumpai
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e tentang perolehan lain ini diartikan sebagai
perolehan dividen, berupa tabungan bank, sewa gedung atau perolehan dari hasil
usaha Yayasan.

3. Organ Yayasan

3.1. Pembina
Pembina adalah organ Yayasan, sedangkan yang dapat diangkat menjadi

anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau
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mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Sekaligus juga
ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa
anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau
angota pengawas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan Yayasan
diperlukan paling sedikit 1 (satu) orang pembina.

Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai
pembina, maka paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal kekosongan, anggota pembina dan anggota pengawas wajib mengadakan
rapat gabungan untuk mengangkat pembina, seperti yang telah diatur dalam Pasal
28 ayat(4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Tentang keputusan rapat dalam hal untuk mengangkat pembina{ maka
tata caranya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar, sebagaimana dapat disimak
dalam Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
yayasan sebagai berikut:

Pasal 18:

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan
keputusan rapat pembina

2. Rapat pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah anggota pembina.
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3. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 19:

1. Keputusan rapat pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir.

Pasal 20:

1. Dalam hal ini kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(2)tidak tercapai, rapat pembina yang kedua dapat diselenggarakan
paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang
pertama diselenggarakan.

2. Rapat pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sah, apabila dihadiri oleh lebih dari % (satu per dua) dari seluruh
anggota pembina.

3. Keputusan rapat pembina yang kedua sah, apabila diambil
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota yang
hadir.

Pembina wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu)
tahun, dan dalam rapat tahunan tersebut pembina melakukan evalua}si tentang
kekayaan, hak dan kewajiban guna pembenahan dan perkembangan Yayasan, hal
tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.
Sedangkan pembina diberikan beberapa kewenangan guna kemajuan, pengawasan
dan pembenahan Yayasan. Kewenangan mana meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas

¢. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan
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d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan

Ketentuan-ketentuan tentang kewenangan sebagaimana tersebut diatas
adalah kewenangan pembina sebagai organ Yayasan yang tidak ada pada
pengurus atau pengawas Yayasan. Karena itu kewenangan tersebut harus
dijalankan secara bijaksana dan obyektif oleh pembina untuk menghindari
kemungkinan konflik intern Yayasan dan merugikan kepentingan Yayasan dan
atau pihak lain.
3.2. Pengurus

Organ Yayasan pengﬁrus adalah badan yang melaksanakan
kepengurusan Yayasan. Oleh karenanya, badan yang melaksanakan kepengurusan
itu yang disebut pengurus Yayasan adalah orang perséorangan yang mampu
melakukan perbuatan hukum. Kemudian guna mencegah terjadinya tumpang
tindih dalam menjalankan tugas sebagai pengurus tidak boleh merangkap baik
sebagai pembina atau pengawas, hal ini sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001.

Pengurus Yéyasan diangkat dan diberhentikan oleh pembina -
berdasarkan keputusan rapat pembina. Masa kerja pengurus adalah 5 (lima) tahun
dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali setelah masa jabatan pertama

tersebut berakhir ditentukan dalam Anggaran Dasar. Hal tersebut diatur dalam
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Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Walaupun telah ditetapkan bahwa masa bakti kerja pengurus adalah 5
(lima) tahun, Akan tetapi jika oleh rapat pembina dianggap pengurus tersebut
telah menjalankan tugas yang merugikan Yayasan, maka berdasarkan Keputusan
Rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa
kepengurusannya berakhir.

Dalam hal yang berkaitan dengan pengawas tentang pemberhentian
sementara anggota pengurus tidak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal laporan tertulis diterima dari Pengawas. Pembina wajib memanggil
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
Kemudian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan
diri pembina wajib mencabut keputusan pemberhentian sementara terhadap
pengurus yang dilakukan oleh pengawas atau memberhentikan anggota pengurus
yang bersangkutan. Adapun jika pembina tidak melaksanakan pemanggilan
anggota pengurus untuk membela diri, maka keputusan tentang pemberhentian
sementara tersebut batal demi hukum walaupun dalam Undang-Undang yayasan
telah ditentukan bahwa ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan,
pemberhentian dan penggantian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar. Akan

tetapi secara paling sedikit oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juga

31

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH Ul, 2008



ditentukan bahwa susunan Pengurus Yayasan sekurang-kurangnya terdiri atas
seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa untuk mendirikan Yayasan diperlukan Pengurus paling sedikit
3 (tiga) orang, masing-masing untuk menjabat sebagai seorang ketua, seorang
sekretaris, dan seorang bendahara.

Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas Pengurusan Yayasan
untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Oleh karena itu Pengurus Yayasan berhak
untuk mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Akan tetapi di
dalam hal anggota Pengurus tersebut tidak berwenang mewakili Yayasan, apabila
terjadi sengketa di muka pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus
yang bersangkutan atau anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan. Maka perlu
ditentukan dan ditetapkan siapa yang berhak mewakili Yayasan di dalam terjadi
hal tersebut di atas, dalam Anggaran Dasar Yayasan.?’

Pengurus Yayasan dituntut untuk menjalankan tugas dengan itikad baik
dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Pengurus
Yayasan- dapat mengangkat dan memberhentikan kegiatan Yayasan. Mengenai

kegiatan Yayasan ini baik tentang pengangkatannya, pemberhentiannya harus

*" Indonesia, Undang-Undang Yayasan, UU No.16 tahun 2001, LN No.112 tahun 2001,
ps. 35 ayat (1) jo. ps. 36.
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diatur dalam anggaran dasar Yayasan. Bahkan jika pelaksanaan kegiatan Yayasan
ini dalam menjalankan tugasnya menyimpang atau tidak sesuai dengan
kententuan Anggaran Dasar yang berdampak mengakibatkan kerugian Yayasan
atau pihak ketiga, maka setiap Pengurus wajib bertanggung jawab penuh secara
pribadi.?®

Batas-batas kewenangan dan tugas Pengurus dalam melakukan
perbuatan hukum biasanya diatur dan di batasi dalam Anggaran Dasamya.
Didalam Undang-Undang Yayasan yang sekarang sedang berlaku, maka Pengurus
tidak berwenang:
mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan

Pembina;
c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.?’

op

Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi
dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang
yang bekerja pada Yayasan. Hal tersebut dengan pengecualian jika perjanjian
tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan, maka hal

tersebut diperbolehkan.>

% Ibid., ps. 35.

? Ibid., ps. 37.
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Pengurus dalam hal kepailitan menurut Undang-Undang Yayasan antara
lain menyebutkan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau
kelalaian Pengurus sehingga kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup
kerugian adanya kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara
tanggung renteng wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.>’ Di samping
sedemikian berat beban yang diberikan Undang-Undang kepada Pengurus
Yayasan dalam hal kepailitan, akan tetapi oleh Undang-Undang anggota
Pengurus masih diberikan kesempatan membuktikan bahwa kepailitan tersebut
terjadi bukan karena kesalahannya. Maka anggota Pengurus yang dapat
membuktikan hal tersebut dibebaskan dari tanggungjawab untuk menutup
kerugian akibat adanya kepailitan.*> l

Jika anggota Pengurus ada yang dinyatakan bersalah dalam melakukan
Pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian Yayasan, masyarakat, atau
Negara berdasarkan putusan pengadilan. Maka dalam waktu 5 Tahun sejak
tanggal putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
anggota Pengurus Yayasan yang bersalah tidak dapat diangkat menjadi anggota

Pengurus Yayasan manapun.

% Ibid., ps. 38.
3! Ibid., ps. 39.

32 Ibid., ps. 39 ayat (2).
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Kewenangan Pengurus telah dibatasi oleh Undang-Undang Yayasan,
karena ada beberapa hal seperti mengikat Yayasan sebagai penjamin utang,
mengalihkan kekayaan Yayasan dan membebani kekayaan Yayasan untuk
kepentingan pihak lain tidak diperkenankan. Akan tetapi keterbatésan atau
larangan tersebut harus ditafsirkan juga, jika Pengurus melakukan perbuatan
hukum untuk dan atas nama Yayasan sedangkan Anggaran Dasar membatasi
kewenangannya. Maka harus diartikan pula bahwa untuk melakukan perbuatan
hukum tertentu diperlukan persetujuan dari Pembina dan atau Pengawas Yayasan
tersebut. Apabila persetujuan tersebut dapat diperoleh Pengurus maka dapat
diartikan bahwa perbuatan hukum dari Pengurus tersebut adalah sah. Pengaturan
mengenai persetujuan dari Pembina dan atau Pengawas Yayasan harus diatur
dalam Anggaran Dasar Yayasan secara jelas dan konkret supaya tidak terjadi
multi tafsir.

3.3. Pengawas

Bab ketiga Undang-Undang Yayasan juga mengatur tentang Pengawas.
Ketentuan tentang Pengawas memberi petunjuk kuat bahwa suatu Yayasan sangat
memerlukan adanya Pengawas. Oleh karenanya Anggaran Dasar suatu Yayasan
wajib pula mengatur hal tentang Pengawas dan banyaknya Pengawas. Tentang

banyaknya jumlah Pengawas dalam Undang-Undang Yayasan hanya dibatasi
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dengan jumlah paling sedikit yaitu 1 (satu) orang, yang dapat diartikan Yayasan
dapat memiliki lebih dari‘ satu Pengawas selama di atur dalam Anggaran Dasar.”?

Selain mengenai jumlah Pengawas Yayasan yang harus dituangkan
dalam Anggaran Dasar. Anggaran Dasar harus mengatur juga mengenai tata cara
pengisian lowongan Pengawas berikut hak dan kewajiban Pengawas yang harus
diatur secara rinci dalam Anggaran Yayasan untuk menghindari masalah
dikemudian hari.

Seyogyanya ketentuan dalam Anggaran Dasar tersebut di atas tidak
boleh menyimpangi atau berlawanan dengan ketentuan yang mengatur mengenai
Pengawas Yayasan dalam yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2001 tentang yayasan sebagai berikut:

Pasal 44 :

1. Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan
rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

2. Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan,
pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran
Dasar.

Pasal 45

1. Dalam hal terdapat pergantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri dan
kepada instansi terkait.

33_ Ibid., ps. 40 butir (2).
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2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal dilakukan pergantian Pengawas Yayasan.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengatakan bahwa
pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan Pengawasan serta
memberi nasehat kepada Pengurus. Sedangkan yang dapat diangkat sebagai
Pengawas berdasarkan Undang-Undang Yayasan telah dipertegaskan adalah
orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan sekaligus diperjelas bahwa
Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Pengawas adalah orgah Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan
dan pengangkatannya maupun pemberhentiannya dilakukan oleh Pembina
berdasarkan keputusan rapat Pembina. Dari kalimat diatas dapat diartikan bahwa
Pengawas Yayasan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pembina dengan cara
yang diatur dalam Anggaran Dasar. Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas
yang dilakukan tidak sesuai dengan anggaran dasar Yayasan dapat dibatalkan oleh
Pengadilan.

Pembatalan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pengawas oleh
pengadilan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh kejaksaan
yang mewakili kepentingan umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001.
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Pengawas juga merupakan organ Yayasan yang bertugas melakukan
Pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan
Yayasan. Atas dasar tersebut maka Pengawas dibebani pula dengan sikap dan
tindakan yang berpangkal pada itikad béik dan penuh tanggung jawab dalam
melaksanakannya. Untuk itu Pengawas diberikan kelengkapan dalam Pengawasan
dengan hak disamping mengawasi Pengurus Yayasan dalam menjalankan
tugasnya, Pengawas diberikan juga kewenangan untuk memberhentikan
sementara anggota Pengurus Yayasan karena tidak menjalankan kewajibannya
dengan baik berdasarkan tugas yang diberikan kepadanya. Pengawas dalam
membe_rhentikan Pengurus wajib memberitahukan alasannya dan wajib
melaporkan secara tertulis kepada Pembina selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
terhitung tanggal pemberhentian sementara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43
ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengatakan
bahwa dalam hal kepailitan Yayasan terjadi karena kesalahan atau kelalaian
Pengawas dalam melakukan tugas Pengawasan, maka setiap anggota Pengawas
secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pengawas
dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara renteng tersebut apabila Pengawas
dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut terjadi bukan karena kelalaian

ataupun kesalahan Pengawas dalam menjalankan tugasnya. Apabila Pengawas
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telah dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum yang tetap maka Pengawas tersebut tidak dapat diangkat menjadi

Pengawas Yayasan manapun selama 5 (lima) Tahun.

B. PENDIRIAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

1. Pendirian Yayasan Sebelum Berlakunva Undang-Undang Tentang Yayasan

Seperti yang telah penulis singgung dalam sub bab sebelumnya, yayasan
yang didirikan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
Tentang Yayasan, hanya mengacu pada hukum kebiasaan yang ada, yaitu yayasan
dianggap sebagai salah satu bentuk badan usaha, sehingga untuk pendiriannya,
banyak menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sama seperti ketentuan yang ada untuk Firma, dalam hal pendiriannya,
harus didahului dengan pembuatan akta otentik. ** Maka ketentuan ini
diberlakukan juga pada Yayasan, lazimnya pihak yang ingin mendirikan Yayasan
atau para pendiri mendatangi kantor Notaris untuk membuat akta pendirian

Yayasan. Notaris biasanya meminta identitas dari para pendiri terlebih

* Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel en Faillissement
Verordening), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.22, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1994), Pasal 26.
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dahulu, baik berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi
(SIM) ataupun Paspor. Biasanya para pendiri tersebut sudah menyiapkan nama
dan kegiatan usaha untuk Yayasan yang akan didirikannya. Karena tidak ada
ketentuannya, maka jumlah pendiri Yayasan pun tidak ada batasannya. Hal ini
harus dibedakan dengan pendirian suatu Perseroan Terbatas, yang karena sifatnya
merupakan suatu perjanjian, maka pihak-pihak yang akan mendirikan suatu
perseroan terbatas itu, minimal terdiri dari 2 (dua) subjek hukum, baik itu
merupakan orang perseorangan ataupun badan hukum sebagai penyandang hak
dan kewajiban.

Hal terpenting yang membedakan Yayasan dengan bentuk usaha yang
lain adalah pada waktu pendiriannya, dalam premisse aktanya, harus dijelaskan
jumlah harta yang dipisahkan oleh para pendirinya, sehingga nantinya harta
tersebut akan masuk ke dalam aset Yayasan. Jumlah harta kekayaan yang
dipisahkan inipun tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Sehingga dulu, dengan
uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pun suatu yayasan dapat
didirikan oleh para pendirinya. Dalam anggaran dasar yayasan juga ditentukan
bahwa bila Yayasan bubar, harta kekayaan yayasan dikembalikan kepada pendiri
semula, yang tentu saja jumlahnya bisa lebih besar daripada jumlah awal pada

waktu yayasan didirikan. Besar minimum jumlah harta kekayaan yang telah
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dipisahkan oleh pendiri Yayasan nantinya, akan ditentukan berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Akta pendirian yayasan memuat anggaran dasar, yang walaupun pada
waktu itu belum ada aturan yang baku mengatur tentang Anggaran Dasar
Yayasan, tetapi dari beberapa akta yang telah diteliti oleh penulis menunjukkan
bahwa Anggaran Dasar Yayasan itu memuat sekurang-kurangnya keterangan
mengenai:

a. Nama dan Tempat Kedudukan Yayasan,
b. Jangka Waktu Berdirinya Yaysan,

¢. Azas dan Tujuan Yayasan,

d. Kegiatan Usaha,

e. Organ Yayasan,

f. Kekayaan Yayasan,

g. Rapat-rapat yang dilakukan Yayasan,

h. Perubahan Anggaran Dasar,

i. Pembubaran Yayasan.

Setelah Akta Pendirian Yayasan telah selesai dibuat oleh Notaris, maka
langkah selanjutnya adalah para pendiri membuat domisili di Kantor Kelurahan

yang diketahui oleh Camat. Kemudian, para pendiri mengajukan permohonan
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kepada Kantor Pajak yang wilayahnya sama dengan wilayah domisili dari
Yayasan tersebut untuk meminta dibuatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Setelah pendiri mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Yayasan, maka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut beserta dengan
domisislinya dan Akta Pendiriannya didaftarkan di Pengadilan Negeri yang
bertempat kedudukan sama dengan Yayasan tersebut. Pengesahan ini, diikuti
dengan pengumuman Yayasan tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia agar keberadaan Yayasan itu diketahui oleh masyarakat umum. Ada
juga Yayasan yang setelah mendapatkan izin dari instansi terkait, contohnya
Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, harus mempunyai izin dari
Departemen Pendidikan Nasional atau pun Yayasan yang bergerak di bidang
keagamaan juga harus memiliki izin dari Departemen Agama.

Sehingga dapat terlihat jelas, bahwa dahulu Yayésan diaﬁggap sebagai
suatu Badan hukum jika sudah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri.
Sedangkan kenyataannya, hal tersebut tidak benar. Banyak juga Yayasan yang
hanya didirikan dengan akta Notaris saja, yang tidak diikuti dengan pendaftaran di
Pengadilan Negeri ataupun pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia, karena belum ada ketentuan yang mewajibkannya, hanya berdasarkan

kebiasaan semata.
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Kedudukan Badan hukum tersebut diperoleh bersamaan dengan

didirikannya Yayasan, walaupun tanpa ada campur tangan dari pemerintah.

Dalam prakteknya, Yayasan-yayasan tersebut tetap diakui keberadaannya dan

mempunyai segala hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak yang dapat

melakukan hubungan hukum dengan subjek-subjek hukum yang lain.**

2.

Pendirian Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah

menentukan hal-hal yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar yayasan, yaitu:

a.

b.

Nama dan tempat kedudukan;

Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan
tersebut;

Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam
bentuk uang atau benda;

Cara perolehan dan penggunaan kekayaan;

Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina,
pengurus dan pengawas;

Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas;

Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;

¥ Rido, op. cit., hal. 12.
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h. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

i. Penggabungan Yayasan;

j- Pembubaran Yayasan dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau
penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran;

k. Juga dilengkapi dengan nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir,
serta kewarganegaraan pendiri, pembina, pengawas.

Sebelum pembuatén akta pendirian dilakukan, pendiri berkewajiban
untuk melakukan pengecckan nama pada Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia, hal tersebut wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya penggunaan
nama yang sama dengan yayasan lain. Kemudian setelah akta pendirian yayasan
selesai dibuat oleh Notaris, proses selanjutnya adalah sama dengan pendirian
yayasan sebelum diterbitkan Undang-Undang Tentang Yayasan, yaitu pengurusan
domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemudian pe;ldiri Yayasén
atau kuasanya tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan status badan hukumnya.
Dalam hal ini, kewenangan Menteri didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ditempat Yayasan berkedudukan.
Permohonan pengesahan yayasan tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika

ditolak, maka alasan penolakannya tersebut akan diberitahukan secara tertulis
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oleh Menteri. Proses pemberian pengesahan status badan hukum dari yayasan itu
hanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Dalam hal terjadinya perubahan anggaran dasar setelah yayasan
didirikan, terhadap nama dan kegiatan usaha wajib mendapat persetujuan dari
Menteri. Semua ketentuan dalam anggaran dasar, boleh dilakukan perubahan,
kecuali mengenai maksud dan tujuan dari yayasan, yang tidak boleh menyimpang
dari tujuannya yang bersifat sosial. Karena ditakutkan, yayasan tersebut setelah
berdiri, akan berubah maksud dan tujuannya, dari yang bersifat sosial menjadi
bersifat komersial semata.

Yayasan yang telah memperoleh pengesahan maupun perubahan
anggaran dasar yang telah disetujui atau diberitahukan oleh Menteri harus
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan maksud agar
registrasi yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat
mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan yayasan yang dapat
merugikan masyarakat. Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak akta pendirian yayasan itu mendapatkan
pengesahan atau sejak akta perubahan anggaran dasarnya disetujui. Untuk
menghemat waktu, bagi yayasan yang baru mendapatkan pengesahan dari
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cukup menunjukkan keterangan dari

Percetakan Negara yang menyatakan bahwa yayasan tersebut akan dimuat dalam
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Tambahan Berita Negara. Jadi, pelayanan yang nantinya dapat diberikan oleh

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

a. Pemberian pengesahan status Badan hukum yayasan, berupa Surat Keputusan
Pengesahan sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia,

b. Perubahan nama dan kegiatan yayasan, dalam bentuk Surat Keputusan
Persetujuan,

c. Perubahan yang dilakukan diluar dari nama dan kegiatan yayasan, berupa
Penerimaan Pemberitahuan.

3. Perbedaan-perbedaan Pokok Yayasan Sebelum dan Setelah Berlakunya

Undang-Undang Tentang Yayasan

Perbedaan-perbedaan pokok yayasan sebelum = dan setelah berlakunyg

Undang-Undang tentang Yayasan adalah:

(1) Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, Yayasan bukan merupakan
badan hukum. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan, untuk
menjadi badan hukum akta pendirian Yayasan harus didaftarkan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2) Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, banyak ditemukan penggunaan

nama yang sama oleh lebih dari satu Yayasan. Namun setelah berlakunya
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C))

®

Undang-Undang Yayasan, maka sebelum pembuatan akta pendirian
dilakukan, pendiri berkewajiban untuk melakukan pengecekan nama pada
Depaﬁemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal tersebut wajib dilakukan
untuk mencegah terjadinya penggunaan nama yang sama dengan yayasan
lain.
Sebelum adanya Undang-Undang Yayésan tidak ada pengaturan mengenai
Organ Yayasan, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan ada
pengaturan mengenai Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus,
dan Pengawas.
Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan tidak ada pengaturan mengenai
pengalihan atau pembagian kekayaan Yayasan kepada organ Yayasan, tetapi
setelah  berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan diatur tentang
pengecualian dalam pengalihan kekayaan Yayasan yaitu didalam anggaran
dasar dapat ditentukan bahwa pengurus menerima upah, gaji, atau
honorarium dalam hal pengurus Yayasan:
a. Bukan pendiri, dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan
pengawas
b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh
Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, Yayasan dianggap merupakan

milik dari pendiri, sehingga dapat ditentukan bahwa bila Yayasan bubar
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maka harta kekayaan Yayasan dikembalikan kepada pendiri semula. Namun
setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan jika Yayasan bubar maka harta
kekayaan beralih kepada Yayasan atau Badan hukum lain yang memiliki
maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar tersebut,
kemudian jika tidak diserahkan kepada Yayasan atau Badan hukum lain
maka harta kekayaan Yayasan diserahkan kepada Negara dan
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sama
dengan Yayasan yang bubar tersebut.
C. ANALISIS HUKUM

1. Alasan Notaris mengharuskan kepada pendiri Yayasan membuat permohonan

. Penetapan Pengadilan
1.1. Analisis Penulis tentang alasan Notaris yang mengharuskan pendiri
Yayasan membuat permohonan Penetapan Pengadilan
Akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut
dibuat dihadapan Ilyas Zaini, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, merupakan Notaris
yang sama yang mengharuskan para pendiri untuk membuat permohonan
. penetapan dari Pengadilan.
Notaris tersebut mengharuskan para pendiri untuk membuat permohonan
Penetapan dari Pengadilan, agar Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut dapat

membuat perubahan anggaran dasar. Kemudian Pengadilan Negeri Depok
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menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 sebagai salah satu dasar dalam mengeluarkan Penetapan
Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk menerangkan dengan jelas dalam duduk perkara
bahwa disebutkan pendiri Yayasan Masjid Nurul Amal berjumlah 11 (sebelas)
orang, yaitu: Dokter Erwin Rauf, Jasrin Jamirin, Haji Edy Suryadi, Doktorandus
Abdul Rani Rasyid, Dasuki bin Sumodiwiryo, Abu Sofyan, Dadan Supardan, Ana
Rambang Bachelor of Accountancy, Doktorandus Wahyudin Zakaria, Thamrin
Mosii, Dokterandus Gahara Nauli Rambe. Sedangkan diketahui pula diantara 11
(sebelas) orang pendiri tersebut, hanya 2 (dua) orang pendiri yang tidak dapat
hadir untuk membuat perubahan anggaran dasar Yayasan tersebut yaitu Jasrin
Jamirin dan Haji Edy Suryadi dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak
diketahui keberadaannya dan alamatnya. |

Penulis melihat bahwa Notaris tersebut sebenamya tidak perlu
mengharuskan para pendiri untuk membuat permohonan Penetapan dari
Pengadilan. Oleh karena telah diketahui dengan jelas dalam Pasal 12 Akta
Pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut dikatakan bahwa putusan untuk
merubah anggaran dasar adalah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota badan pendiri.

Ternyata dengan jelas dalam Akta Pendirian Yayasan Masjid Nurul

Amal tersebut bahwa dengan ketidakhadiran kedua orang pendiri yang tidak
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diketahui lagi keberadaannya tersebut, sebenarnya tidak mempengaruhi para
pendiri lainnya untuk membuat akta perubahan anggaran dasar Yayasan tersebut,
atau dengan kata lain tanpa kehadiran kedua orang pendiri yang menghilang
tersebut, pembuatan akta perubahan anggaran dasar tetap dapat berjalan.

Akta pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal, dalam hal ini merupakan
Undang-Undang bagi para pendiri yang membuatnya dihadapan Notaris.
Sehingga segala hal yang tercantum dalam akta pendirian tersebut adalah acuan
bagi para pendiri dalam menjalankan segala sesuatu hal yang berhubungan
dengan Yayasan. Dengan kata lain, menurut penulis dalam kasus ini tidak
diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena dengan tidak dapat
hadirnya kedua orang pendiri yang menghilang tersebut, menurut Pasal 12 akta
pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal, perubahan anggaran dasar Yayasan
tersebut tetap dapat dilaksanakan.>
1.2. Analisis Notaris tentang alasannya mengharuskan pendiri Yayasan

membuat permohonan Penetapan Pengadilan

Alasan Notaris tersebut bahwa dengan adanya Penetapan dari

Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok adalah agar menambah

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh
R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Pasal 1338.
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kekuatan hukum yang tetap dan mutlak atas perubahan anggaran dasar Yayasan
Masjid Nurul Amal tersebut. Dalam kasus ini pendiri Jasrin Jamirin dan Haji
Edy Suryadi tidak diketahui keberadaannya, sedangkan perubahan anggaran
dasar yang akan dilakukan adalah menyesuaikan akta pendirian Yayasan
dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang yayasan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.

Akta pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal dibuat dihadapan Raden

-~ Santoso, Sarjana Hukum, Nomor 79, tertanggal 28 Mei 1984 dimana pada waktu

itu belum ada Undang-Undang yang mengatur yayasan, sehingga untuk

. perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang

*Nomor 16 Tahun 2001 perlu dihadiri oleh seluruh badan pendiri. Hal tersebut

dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan,
badan  pendiri yayasan sudah tidak dikenal lagi, yang ada hanya pembina,
pengurus dan pengawas. Sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan,
yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Depok, karena Yayasan Masjid
Nurul Amal terletak di daerah Kota Depok.

Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut membuat permohonan kepada
Pengadilan Negeri Depok untuk meminta penetapan seperti yang diharuskan oleh

Notaris. Kemudian Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan Penetapan tanggal
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14 Juni 2006, Nomor:17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, yang menyatakan bahwa pendiri
Jasrin Jamirin dan Haji Edy Suryadi tidak diketahui keberadaannya, sehingga
Pengadilan Negeri Depok menetapkan memberi ijin kepada pemohon dalam hal
ini para pendiri dan para pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal untuk dapat
mengadakan atau membuat akta perubahan anggaran dasar tanpa dihadiri oleh
Jasrin Jamirin dan Haji Edy Suryadi tersebut.

Para pendiri dan para pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal kemudian
menghadap Ilyas Zaini, S.H.,, M.Kn., ‘Notaris di Jakarta dengan bertindak
berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Depok tersebut untuk dapat membuat
akta perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 tentang yayasan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut.

2. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan
2.1. Peran Notaris
Peran Notaris diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2001 menyatakan bahwa pendirian Yayasan dilakukan dengan akta Notaris
dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sedangkan mengenai peran Notaris dalam
perubahan anggaran dasar yayasan disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa perubahan anggarén

dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang pérubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, menambahkan peran Notaris
didalam Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk memperoleh pengesahan
status badan hukum yayasan, maka pendiri atau kuasanya harus mengajukan
permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian
Yayasan tersebut. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
menambahkan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris yaitu diatur
dalam Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa Notaris sebagaimana dimaksud
dalam ayat(2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri
dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta
pendirian yayasan ditandatangani.

Bagi penghadap yang tidak mampu yang datang kepada Notaris untuk.
dibuatkan akta pendirian Yayasan ataupun akta perubahan anggaran dasar
Yayasan, maka Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan
secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu tersebut.>’

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta
otentik, khususnya dalam hal pembuatan akta pendirian Yayasan ataupun akta

perubahan anggaran dasar Yayasan, harus menjelaskan terlebih dahulu kepada

*" Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 tahun
2004, ps. 37. :
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penghadap yéng hendak mendirikan suatu Yayasan, bahwa dengan adanya
Undang-Undang tentang Yayasan, maka Yayasan menjadi suatu lembaga
berbadan hukum non profit oriented, oleh karena dahulu banyak Yayasan yang
telah menyalahgunakan tujuan Yayasan untuk kegiatan yang sifatnya sangat
profit oriented, sehingga pembuat Undang-Undang merumuskan ketentuan
tentang yayasan. Namun ketentuan tersebut dalam kenyatannya sangat
membebankan kegiatan-kegiatan pendidikan, sosial, rumah yatim piatu atau
rumah jompo serta kegiatan kemanusiaan lainnya apabila kegiatan mereka harus
menyesuaikan kepentingan birokratis yang begitu rumit dan memakan biaya yang
tidak sedikit hanya wuntuk memenuhi Undang-Undang Yayasan yang
pembuatannya kurang bijaksana. Sehingga penghadap tersebut tidak salah dalam
mengambil langkah, terutama dengan maksud dan-tujuan awal mengapa mereka
datang menghadap Notaris untuk mendirikan Yayasan.

2.2  Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal berdasarkan
Undang-Undang Yayasan

¢)) Pasal 1 menyatakan bahwa yayasan dapat membuka kantor cabang atau
perwakilan ditempat lain berdasarkan keputusan pengurus dengan
persetujuan dari pembina.

2) Pasal 2 menyatakan bahwa maksud dan tujuan yayasan adalah dibidang

sosial keagamaan dan kemanusiaan.
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(10)

Pasal 3 menyebutkan tentang kegiatan yang dijalankan yayasan untuk
mencapai maksud dan tujuan tersebut

Jangka waktu berdirinya yayasan diatur dalam Pasal 4

Kekayaan diatur dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa kekayaan
yayasan saat ini terdiri dari uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh
Juta rupiah), serta perolehan lain atas kekayaan yayasan. |

Pasal 6 menyebutkan mengenai organ yayasan, disertai dengan Pasal 7
tentang pembina, Pasal 8 tentang masa jabatan pembina, juga Pasal 9 dan
Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 tentang tugas serta wewenang pembina
dan rapat pembina serta rapat tahunan pembina.

Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 pengurus, anggota pengurus, jabatan
pengurus, tugas dan wewenang pengurus, pelaksana kegiatan yayasan,
tanggung jawab pengurus, dan rapat pengurus.

Pengawas, jabatan pengawas, tugas dan wewenang pengawas, serta rapat
pengawas diatur dalam Pasal 24 sampai dengan pasal 30.

Rapat gabungan yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk
mengangkat pembina, serta korum dan putusan rapat gabungan diatur
dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33.

Tahun buku dan laporan tahunan diatur dalam Pasal 34 dan 35.
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(11)

(12)

(13)

(14)

Pasal 36 dan Pasal 37 mengatur mengenai perubahan anggaran dasar,
dimana disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar hanya dapat
dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina dengan dihadiri paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) dart jumlah pembina, dan harus disetujui oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah pembina yang
hadir.

Penggabungan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lainnya diatur
dalam Pasal 38 dan 39.

Pembubaran diatur dalam Pasal 40 yang menyebutkan bahwa Yayasan
bubar dikarenakan alasan jangka waktu, mengenai tujuan Yayasan yang
tidak. tercapai, atau karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap, serta Pasal 41 yang menyebutkan mengenai pemberesan kekayaan
Yayasan dan proses likuidasi.

Cara penggunaan kekayaan sisa likuidasi tersebut diatur dalam Pasal 42,
menyatakan bahwa kekayaan sisa likuidasi dari Yayasan yang telah
dibubarkan harus diserahkan kepada Yayasan lain ataupun badan hukum
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang
bubar, dan dalam hal kekayaan sisa likuidasi tersebut tidak diserahkan

kepada Yayasan atau badan hukum lain, maka kekayaan tersebut
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(15)

diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan
maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

Peraturan penutup diatur dalam Pasal 43 yang berisi tentang hal-hal yang
tidak diatur dalam anggaran dasar ini diputuskan oleh rapat pembina, serta
deretan nama yang menduduki jabatan-jabatan, yaitu Ketua Pembina
beserta snggota-anggotanya, Pengurus yang terdiri dari Ketua Umum,
Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum, Sekretaris 1 dan II, Bendahara
Umum, Bendahara I dan II, Ketua Pengawas beserta anggota-anggotanya,
serta mengenai pengangkatan anggota pembina, pengurus, dan pengawas

yayasan.
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BAB Il
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan landasan teori, deskripsi penelitian, dan analisis hukum,

maka dapat diambil kesimpulan dari pokok-pokok permasalahan yang telah

dibahas dalam bab sebelumnya, bahwa:

1.

Alasan Notaris dengan adanya Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini
Pengadilan Negeri Depok agar menambah kekuatan hukum yang tetap dan
mutlak atas perubahan anggaran dasar Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut,
dalam kasus ini pendiri Jasrin Jamirin dan Haji Edy Suryadi tidak diketahui
keberadaannya. Penulis mempunyai pendapat yang berbeda dengan Notaris
tersebut bahwa tidak diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh
karena dengan tidak dapat hadimya kedua orang pendiri yang menghilang
tersebut, menurut Pasal 12 akta pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal,
perubahan anggaran dasar Yayasan tersebut tetap dapat dilaksanakan, karena
memenuhi persyaratan kuorum persetujuan dalam rapat. Penulis mengambil
acuan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang—undang Hukum Perdata

yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
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sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dalam
kasus ini Akta pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal, merupakan Undang-
Undang bagi para pendiri yang membﬁatnya dihadapan Notaris. Sehingga
segala hal yang tercantum dalam akta pendirian tersebut adalah acuan bagi
para pendiri dalam menjalankan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan

Yayasan.

. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta

otentik, khususnya dalam hal pembuatan akta pendirian Yayasan ataupun akta
perubahan anggaran dasar Yayasan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-
Undang tentang Yayasan bahwa akta pendirian dan perubahan anggaran dasar
dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Undang-
Undang juga menyebutkan bahwa untuk memperoleh pengesahan status badan
hukum yayasan, pendiri atau kuasanya harus mengajukan permohonan kepada
Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.
Notaris juga harus menjelaskan mengenai hal-hal yang akan diatur dalam akta
pendirian Yayasan, maupun akta perubahan anggaran dasar dalam rangka
penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Yayasan, sehingga penghadap
dapat mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Salah satu penjelasan tersebut
adalah mengenai pembubaran Yayasan. Oleh karena sejak adanya Undang-

Undang tentang Yayasan, maka setelah pembubaran Yayasan maka harus
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diatur mengenai kekayaan sisa hasil likuidasi dimana pada akhirnya jika
kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan atau badan
hukum lain yang melékukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar,
maka kekayaan Yayasan tersebut diserahkan kepada negara untuk digunakan
sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

B. SARAN

Berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini maka penulis

menyarankan kepada pembuat undang-undang untuk dapat lebih memikirkan

kepentingan rakyat, antara lain:

1. Merumuskan ketentuan Undang-Undang baru tentang Yayasan dengan
didasari oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang
Yayasan, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2004, agar dalam Undang-Undang baru tersebut ada ketentuan untuk
yayasan yang tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pendaftaran
dan pengumuman serta penyesuaian anggaran dasarnya di Notaris, karena
yayasan tersebut didirikan dengan perjuangan keras bagi mereka pendiri
yang kurang mampu, agar yayasan tersebut tidak dapat langsung dibubarkan

hanya karena alasan tersebut. Kemudian menegaskan tentang yang
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dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, karena merupakan suatu
kejanggalan jika melihat bahwa suatu kegiatan yang bersifat kemanusiaan
menjadi mati hanya dikarenakan oleh ketentuan perundangan yang tidak
mementingkan kepentingan umum dalam hal ini rakyat Indonesia yang
kurang mampu mulai dari kesulitan biaya serta birokrasi yang ditempuh. _
Sehubungan dengan saran diatas, sebaiknya dalam perumusan Undang-
Undang baru tersebut memuat ketentuan tentang pengelompokan dalam
pendirian Yayasan, yaitu:
a.  Yayasan yang didirikan untuk orang-orang yang sudah sejahtera.
b. Yayasan yang didirikan untuk membantu orang-orang yang tidak
mampu.
Pengelompokan dalam hal ini tidak termasuk dalam pembedaan dalam
masalah hukum, karena setiap individu maupun Badan hukum seperti
Yayasan adalah sama di mata hukum. Namun khusus untuk Yayasan yang
didirikan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, diharapkan
dalam hal pelaksanaan prosedur agar lebih disederhanakan atau lebih
dipermudah, begitu pula dalam hal biaya-biaya yang harus dikeluarkan agar
lebih diringankan bagi mereka yang tidak mampu. Dengan demikian
diharapkan pembuat undang-undang menjadi lebih peka terhadap

kepentingan rakyat, terutama untuk orang-orang yang tidak mampu, agar
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mereka juga dapat hidup dengan layak dan sejahtera, sesuai dengan tujuan

sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dalam Undang-Undang Yayasan.
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PENETAPAN
Nomor : 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ¢

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penctapan scbagai .

berikut dalam permohonan atas nama :

DEDDY_ NURDIN, beralamat di Komplek Pelni Cimanggis, Kelurahan
Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok,
selanjutnya disebut sebagai PENMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keteraingan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang dizjuban dipersidangan; - -
TENTANG DUDUKNY A PERIKARA -

Menimbang, bahwa Pemohon dengan sural permohonamnya tertanggal
23 Mei 2006, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada
tanggai 24 Mei 2006, dibawah register Nomor : 17 Pde.P 2606 PN.Dpk, telah
mengajukan permohonan yang bunyinya schagai berikut :
- Bahwa 1. tuan Doktor ERWIN RAUF, bertindal untul diri sendiri dan untuk atas
nama L tuan JASRIN JAMIRIN, IL tuan Tyi EDY SURYADIL L Tuan
Doktorandus ABDUL RANI RASYID serta 2. twan DASUKI  bin
SUMODIWIRYO, 3. tuan Doktorandus ABU SOFYAN, 4. tuan DADAN
SUPARDAN, 5. Nyonya ANA R.’-\MBANG Bachelor of Accountantey, 6. TUAN
Doktorandus WAHYUDIN ZAKARIA, 7. tuan Doktorandus TITANMRIN MOSII,
8. TUAN Doktorandus GAIIARA NAULI RAMBE masing-niasing bertindak diri
sendiri dan untuk nama tua.n-tuzm ACEP SUJANA dan HUSIN ABDUL
MANAP, kesemuanya swasta, bertempat tinggal di Depok  Komplek PELNI
Mekarjaya, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

dengan maksud akan mendirikan Yayasan Masjid Nurul Amal, vang mana
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- Yayasan tersebut telah dituangkan dalam Akta Nomor 79 tanggal 28-5-1984,

yang dibuat dihadapan Raden Santoso notaris di Jakarta ;

Bahwa sejak tahun 1984 Yayasan ini didirikan belum pernah dilakukan
perubahan ; _

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal,
Pemohon telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Yavasan Masjid Nurul Amal
yang beralamat di Komplek Pelni Cimanggis, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok ; |
Bahwa berdasarkan rapat badan pengurus Yayasan tersebut telah disetujui/
disepakati untuk mengadakan perubahan pengurus yang baru Yayasan tersebut ;
Bahwa oleh karena Pemohion selaku Ketua Umum dan para pengurus yang baru
berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan tersebut mendapat kesulitan
untuk membuat akta perubahan tersebut oleh Karena dua orang pengurus lama
yaitu 1. JASRIN JAMIRIN dan 2. Haji EDY SURYADI tidak bisa dihadirkan

schubungan yang bersanghutan suduh tidak diketahui lagi keberadaannya dan

" alamatnya, yang mana Pemohon juga para penguius Yayasiun sudah berusaha

mencari yang bersangkutan tetapi sampai saat ini belum juga dapat diketahuhi
keberadaannya yang pasti ;

Bahwa oleh karena Pemohon sangat Kesulitan untuk mencmuban dan mencan
keberadaan kedua orang pengurus tersebut yaitu untuk mamabuat perubahan akta
Yayasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan i yang sangat
Pemohon butulikan dan oleh karenanya Pemohon sangat membutulikan Penetapan

dari Pengadilan Negeri setempat dalamn hal ini Pengadilan Negeri Depok

Maka berdasarkan hal-hal tersebut  diatas, bersama ini dengan hormat

Pemohon memohon kepada Bapak Ketww'lfakim Pengadilan Negerd Depok, berkenan

menerima dan memeriksa permohonan  Pemobion, selanjutnya memberikan  suatu

Penctapan sebagai berikut :

1

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan / member ijin kepada Pemohon dan para pengurus Yavasan Masjid

Nurul Amal dapat mengadakan atau membuat akta perubahan Yayasan NMasjid
Nurul Amal yang berlamat di Komplek Pelni Cimanggis, Kelurahan Baktijaya,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tersebut tanpa dihadiri olch 1. JASRIN
JAMIRIN dan 2. Haji EDY SURYADI selaku pengurus lama Yavasan wersebut,

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemolion.
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Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon
datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan Pemohon

dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatds dan untuk menguatakan dalil-dalil dari permohonannya,

maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1 Foto copy SURAT KEPUTUSAN No. 002/PMBN-YNNA/KPTS/VIII-5
Ttanggal 16 Agustus 2005, diberi tanda P-1 ;

2 Foto copy Akta Yayasan Masjid Nurul Alam Nomor : 79 tanggal 28 Mei 1984,
yang dibuat dihadapan Raden SANTOSO, notaris di Jakarta, diberi
tanda P-2 ; '

Surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 s/d P-2 tersebut diatas seluruhnya
telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah
dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti P-2 foto copy vang telah disesuaikan
dengan aslinya yang ditandatangani oleh IL.Y'AS ZAINI, SII. Notwris di Jakarta,

sehingga dapat diteritna dan sebagai surat-surat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sclain mengajukan bukti-buki tertulis, Pemohon telah

pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

Saksi 1 : SUPRITTADI UTOMO).

Dibawah sumpah memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon scbagai teman lama dan masih bertetangga,
tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

- Bahwa saksi tahu tentang adanya Yayasan Masjid Nural Anwl yang letaknya di
Komplek Pelni Cimanggis yang didirikan sejak tahun 1984 ;

- Bahwa pendini Yayasan Masjid Nurul Amal Dokter ERWIN RAUT, JASRIN
JAMIRIN, Haji EDY SURYADI, Dis. ABDUL RANI RASYID, DASUKI bin
SUMODIWIRYO, ABU SOFY AN, DADAN SUPARDAN, 5. ANA RANMBANG
BA, Drs. WAHYUDIN ZAKARIA, Drs. HAMRIN MOSIL Dis. GAHARA
NAULI RAMBE ; ’

- Bahwa sampai sekarang para pendin Yayasan tersebut masih  aktif, hanva
JASRIN JAMIRIN dan Haji EDY SURY ADI sudah tidak aktif ;
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- Bahwa JASRIN JAMIRIN dan Haji EDY SURYADI sampai sekarang sudah
tidak ada dan tidak diketahui lagi keberadaannya juga kedua orang tersebut sudah
tidak tinggal di Komplek Pelni Cimanggis ;

- Bahwa JASRIN JAMIRIN dan Haji EDY SURYADI tidak ada meninggalkan
harta kekayaan, atau andil juga saham dalam pembangunan Masjid Nurul Amal

tersebut dan yang mana pembangunan Masjid Nurul Amal adalah dari swadaya

R T
RTATER NS —0 3 TG+ PV VY

masyarakat ;

- Bahwa luas Yayasan Masjid Nurul Amal kurang lebih 1300 M2 dan diatas tanah
tersebut ada berdiri bangunan Masjid Nurul Amal 2 lantai dan ada sekolah

madrasah yang mana muridnya kurang lebih 40 an muridnya ;
- Bahwa tanah tersebut didapat dari Developer dalam keadaan tanah kosong;
- Bahwa Pemohon di Yayasan tersebut sebagai pengurus harian bukan pendiri ;

- Bahwa Pemohon sekarang di Yayasan tersebut menjabat sebagai Ketua Umum

Badan Pengurus Yayasan Masjid Nural Amal sejak bulan April - A fei 2005 ;

- Bahwa di Yayasan tersebut pengurus sudah berubah sedangkan pendiri masih

tetap;

- Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai Keta Umum  berdasarkan  hasil - Rapat

penentuan yang mana saksi hadir pada wakti itu ;

- Bahwa menurut saksi Pemohon orangnya amanah dan cukup baik dalam

kesehariannya ;

- Bahwa maksud perubahan yang saksi tahu tujuannnya untuk masjid dan untuk
ibadah ;

- Bahwa diajukan permohonan ini ke Pengadilan karena scbagai salah satu syarat

yang ciminta oleh Notaris ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  Pemohon tidak

keberatan ;
Saksi 2 : SAHRONL
Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama scjak Komplek Pelni dibangun

tahun 1984, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

- Rahuma Pamabhan Hanaal Al T ammalals Dalad De N4 Do 17 0l dalos. 1004 Aa..

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH Ul, 2008



Bahwa waktu berdirinya Masjid Nurul Amal yang ngurus orang komplek dan
sebagai Ketuanya Dokter Erwin Rauf;

Bahwa waktu itu pengurusnya, JASRIN JAMIRIN, H. EDY SURYADI, Drs.
ABDUL RANI RASYID, DASUKI biN SUMODIRYO, Drs. ABU SYOFYAN,
DADAN SUPARDAN, ANA RAMBANG, BA, Drs. WAHYUDIN ZAKARIA
dan GAHARA NAULI RAMBE ;

Bahwa diantara ke-11 (sebelas) pengurus tersebut yang sekarang sudah tidak ada
yaitu JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI ;

Bahwa saksi terakhir ketemu JASRIN JAMIRIN kurang lebih 1 '3 tahun yang lalu
pada hari Jum’at waktu sholat Jum’at di Masjid Nurul Amal sedangkan dengan H.
EDY SURY ADI terakhir ketemu kurang lebih 10 tahun yang lalu ;

Bahwa JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI saksi tidak tahu aldxnatnya
Jjuga orang-orang perkampungan di sekitar Masjid Nurul Amal juga tidak ada
yang tahu dimana kedua orang tersebut tinggal ;

Bahwa JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI sudah tidak mungkin di cari
lagi karena sampai sekarang tidak lagi keberadaannya ;

Bahwa pada tahun 1984 Pemohon belum menjadi pengurus di Yayasan Mlasjid
Nurul Amal ;

Bahwa sckarang Pemohon di Yayasan Masjid Nurul Amal menjabat sebagai
Ketua BPH Masijid ;

Bahwa saksi kurang tahu apakah ada pengurus lain yang keberatan Pemohon
menjadi pengurus ;

" Bahwa saksi juga tidak apa ada yang keberatan Pemohien menjadi Ketua Yayasan
tersebut ;

Bahwa Pemohon menjadi Ketua berdasarkan pemilihan dalam rapat musyawarah
waktu ramadhan kemarin (sebelum ramadhan dibentuk dan pada ramadhan sudah

berjalan) ;

Bahwa pada waktu pemilihan yang datang semua pengurus Yavasan Masjid Nurul

Amal kecuali JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURY ADI ;
Bahwa Yayasan tersebut mengurus bantuan-bantuan dan sosial ;

Bahwa menurut saksi Pemohon orangnya amanah, sehat dan dari keluarga baik-

L IS DU I A 1.9 .. . 100 AN} e
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Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan Yayasan di pimpin oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan  saksi terscbut Pemohon tidak

keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon Juga telah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

sesuatu yang tercatat dalam Berdta Acara Persidane

Bahwa Masjid didirikan oleh Panitia Pembangunan Masjid, dan kemudian Panitia

tersebut membentuk Yayasan ;

Bahwa didalam Akta Pendirian disebuikan bahwa didalam tubuh Yavasan terdiri

dari para Pendiri dan para Pengurus Harian ;
Bahwa badan Pendiri bersifat Legislatif dan badan Pengurus bersifar Eksekutif ;
Bahwa Pengurus Harian di pilih secara periodik dengan masa jabatan 3 tahun ;

Balwa pada tahun 2005 sebelum bulan Ramadhan. Para Penditi Yavasan telah

‘

menyelengearakan pemilihan Pengurus Hardan -

Bahwa pada wakiu pemilinim Ketua ada 3 calon masing-masing did 3 Rukun
Warga (RW) yang ada disckitar Masjid dan yang 1{1::1'.‘\clmggzu‘:ﬂ;an badan
Pendiri dan kebetlan pada wakiu pemilihan tersebut Pemohon e pilih don vang
2 (dua) orang tidak tempilih pada wakltu itu menvrima Petmohon sebagai Ketua

Yayasan Masjid Nurul Amal ]
Bahwa caloni-calon Ketua Yayasan vang tidak terpitih terscbut selinjutnya Juga
dipilih untuk menjadi Pengurus Yayasan bersama-»ama Pemohoi :
Bahwa keinginan Pemohon hedepan dalam kepengurusan Y wean Masjid MNovul

Amal adalah ingin menata oreanisasi niasjid scswad dengin kotenioan bk varng

. berlahu ;

Menimbang, bahwa untuk mem wrsinghal uratan Penctapan ini. roaka scoala
=4 { = | . $=

an diangzap sudah ermuat secara

-~

lengkat dalam penetapan ini :

TENTANG HUKUANY A -

, Menimbang, bahwa naksud dan twjuan peinohionan Peinokion adatah

sebagaimana terurai tersebut diatas -
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan
surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta Keterangan saksi-saksi, maka

diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar di Komplek Pelni Depok pada tahun 1984 telah didirikan sebuah:
Masjid Nurul Amal yang kemudian berubah menjadi Yayasan berdasarkan Akta

Yayasan Masjid Nurul Amal Nomor : 79 tanggal 28 Mei 1984, vang dibuat
dihadapan Raden SANTOSO, notaris di Jakarta (P-2) ; '

- Bahwa benar Pemohon berdasarkan SURAT KEPUTUSAN No. 002/PMBN-
YMNA/KPTS/VII-05 tertanggal 16 Agustus 2005 telah ditetapkan menduduki
Jabatan Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal yang terletak
di Komplek Pelni, Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
untuk masa bakti 2005-2010 (bukti P-1) ;

- Bahwa benar pendiri Yayasan Masjid Nurul Amal pada tahun 1984 itu adalah
Dokier ERWIN RAUF, JASRIN JANURIX, Haji EDY SURYADI, Drs. ABDUL
RANI RASYID, DASUKI bin SUNODIWIRY O, ABL SOFYAN, DADAN
SUPARDAN, 5. ANA RAMBANG BA. Drs. WAIIYUDIN ZAKARIA, Drs.
HANRIN MOSII, Drs. GAHARA NAUTTRANBL ; ' ‘

- Balhwa benar diantara ke-11 (scbelas) orang Penditl Yavasan ersebut, JASRIN

* JAMIRIN dan H. EDY SURYADIL seharang tidak dikctabiui lagi Keberadaannya

baik tempat tinggalnya maupun saudara atau keluarganya ;

- Bahwa benar maksud dan tojuan di ajukan permchonan oleh Pemehon ke
Pengadilan adalah mohon untuk ditclapkan atau diberi ijin mengadakan dan
membuat akta perubahan Badan Pengurus Yavasan Aasjid Nurel Amal untuk
masa bakti 2005-2010, hal mana sebagai salah satu syarat vang dimintakan oleh
Notaris ;

Menimbang, bahwa setelah  Pengadilan  mempelajari  dengan  seksama
Anggaran Dasar “Yayasan Majis' Nurul Amal™ scbhagaimana termuat di dalam Akta
Pendirian Yayasan No.79 yang dibuat pada tanggal 28 Meci 1984 dihadapan Raden
SANTOSO, Notaris di Jakarta, ternyvata di peroleh hal-hal sebagai bertkut
Pasal 5 ayat (2) :

“Para anggauta Badan Pengurus diangkat unfuk walta 3 (tiga) tahun lamanva dan

ditetapkan tentang kedudukan masing-masing serta dapat diberhienikan oleh Badan

Pendini”.
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Anggauta-anggauta Badan Pendiri terdiri dari :
a. mereka yang mendirikan Yayasan ini ;

b. mereka yang atas usul seorang anggauta Badan Pendiri vang hendak
mengundurkan diri, telah ditunjuk oleh rapat anggauta-anggauta Badan Pendiri

menjadi penggantinya ;

¢. mercka yang menurut Badan Pendiri sejak berdirinya Yayasan ini telah

. memberikan jasa-jasa yang berguna bagi Yayasan ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2005 Badan Pembina telah
menerbitkan  Surat  Keputusan No. 002PMBN-YMNA/KI'TS/VII-05  yang
menctapkan Sdr. E. Deddy Nurdin, SE (Pemohon) scbagai Ketua Umum Badan
Pengurus ; :

Menimbang, bahwa berdasarkan  Keterangan  saksi-saksi,  penunjukan
Pemohon dilakukan setclah dilaksanakan pemilihan vang di»clcngg.u'algzsn. oleh Badan

Pembina menjelang bulan Ramadhan pada tahun 2005 ;

~ Menimbang, bahwa menurut Keterangan sahsi-saksi. dua orang Anggota
Pendiri yang tidak hadir dalam rapat tersebut adalah JASRIN JANURIN dan 11 EDY

SURYADI Karena telah pindah alamat dan tidak diketahui lagi teimypsat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Yavasan menctapkan
bahwa setiap keputusan yang diambil hacus dibadiri sclurangmya 2.3 (dua peitiga)
dari para anggota yang hadir ; |

Menimbang, bahwa berdasmkan pertimbangan diatas menurut Pengadilan
ketidak hadiran dua orang Penditi tersebut diatas tidak menycbabkan batalnva Surat
Keputusan No. 002PMBN-YAINAKPTS VU035 Karena keputusan vang diambil
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata
Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, schingga Pengadilan
berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup l)cralas;th dan tidak bertentangan
dengan ketentuan hukum yang berfaku, karenanva permohonan Pemohion patut untuk
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karcna permohonan Pemohon dikabulkan, maka

Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permobonan ini ;
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A s e

. Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004

tentang peraturan-peraturan hukum yang berkenan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;

2. Menetapkan / memberi ijin kepada Pemohon dan para pengurus Yayasan Masjid
Nurul Amal dapat mengadakan atau membuat akta perubahan Yayasan Masjid
Nurul Amal vang berlamat di Komplek Pelni Cimansgis, Kelurahan Raktijaya,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Dcpok tersebut tanpa dibadiri olch’ 1. JASRIN
JAMIRIN dan 2. Taji EDY SURY ADI selaku pengiius lama Yur asan tersebut

3. MNembebankan Kepada kepada Pemohon untuk miembin ai bigva wrmohonan ini
) AU

sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu supiahy ;

Demikian ditetapkan di Depok pada hari - RA B U angeal @ ENPAT
BELAS, bulan : JUNL tabun DUA RIBU ENANL oleh haug CuLWIDY AL S
LINL., Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakin Tungoal, penctapan
mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan vang terbuta untuk wuum
oleh Hakim tersebut dengan dibantu olch : DEIDL I ERWANTOL Pasiticra Pengganti

pada Pengadilan Negeni Depok dan diladiri oleh Pemohion terschan
2 g 1

PANITERA PENGGANTI, II A KT \I

s

DEDI POERWANTO

Pada hari ini : ... T

Perincian Biaya :

- Meterai :Rp. 6.000.-
- Redaksi :Rp. 3.000,-
- Panggilan :Rn. 50000 -
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d4i Jakarta.
47

,—bada.hari ini,
sembilanratus.
-Barhadapan. dengan. Say.d.. ‘ . !
dongan, hadirnya saksi-saksi yang. sa¥d. nocarLTh

akan_disebutkah.dalam.bagiaﬂ.akhir alkte

~kesemuanya

v AYAS AN
Momor = -~
Senin, tanggal duapuluh. delap. - - u,

Ve R
delapanpuluh.empar:(28r5f193ﬂ0, o
notaris di Jakaﬁb&

Skenal dan

ini = \._'. ___________ '_J}

swasta, bertempat tinggal di . 7 Kompl:2

dan. para penghadags WALUR sementara bd 8
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- —Rars Penghadsp. telah. diperkenalkan kopada saya, npLajs

a

penghadap. yang satu oleh para penghadap. yang. lain.

“Rara Penghadsp. masing-masing. dengan. bertindak untuk Gl

sendiri dan/atau selaku. kuasa seperti tersebuyt ———-—-
\\menerangkanh wangan. nengunpulkan vang. sebesar - -—---
i ae B e

ydengaﬂ_Ln; mesdirikan svatu Yayasan. dengan memakai --—3§)

anggaran-dasars sebagal berikut : —---—mommmmmm > 3
""""""""""""""" HAMA AN TEMEAT KERURUKAN “-"""-'-" .
S e e Pagal L. e BR— 1

~Yayasan. inil cinamakan. : "YAYASAN MASJID. NURUL aMAL ", <}
bertenpat-kedudukan di Depok, dengan. cabang-cabang, ----1

dan/atau. pervwskilan-perwakilannya ditempat-tempat lain -

v.ang. Jdipandans perlu. oleh. Badan Pongurus. -————————————-;
T —see——e- (743 SERTA MAKSUR. DAN. TUJUAN —=-mmmem e e :
———————————————————————————————— Pasal 2. —=-===-mmmmmme o]

-Yayasan ini Serazaskan Pancasila dan Undang-Undang Casid:

I

1245, (seribu sembilanratus. empatpuluh. lima). ———=———---4
-Maksud. dan. tujuan Yayasan. ini ialah : —~——~——me—mm—-d

—Mendirikan masiid tempat beribadah. di Desa Mekarjaya., l

Depokk, serta turut serta aktip. membantu. Pemerintah. dala

. b 1
pengajaran sgana Islam secara benar dan. tidak bertentand

dangan. peraturan-peraturan. dari pihak yvang berwajib. ---

~Untuk mencapsi maksud. dan. tujuan. tersebut., Yayasan ber

UBANE ¢ m e e e e o :

a. menjalankan usaha-usaha. dalam. bidang. pendidikan. agama
Islam, dengan. mendirikan. sekolah-sekolah. dan madrasah}

madrasah. dari tingkat taman. kanak-Kanak sampai dengag

l d. mendirikan/menyelonggarakan. -pendidikan. dan asrama bag

~
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haruslah mendapat persetujuan tertulis, LOfLLwAJ dahulu-

dari-dan/atau. bertindak bersama-sama dengon. badan,

Pendiri Yayasian. —————=—-=—————-—

-Para Ketua membanbu Ketua Umum. dan. mereka bailk ------

i8]

- =] bersana-sama. maupln. Gasing-nasing, mcwukxl. Kotaa Uit

~~-—] dalam.hal Ketua. umum. berhalangan. atau, tidalk ada hal
4 mana tidak perlu dibuktikan, techadap. pihals laila dengan

- = halk dan. keKuasaan. yang. sama. dengan. Ketua, Umum.
-Surat-surat Keluar harus ditanda-tangani oleh Hetua - -
i Unun. dan Sekretaris Umum, Kecuali dalam bal pendelusiar

et dan/atau pengcinaan vang, maka Eendahara harus turus -

sJ menanda-tanganinya. ~—-——=———-—--

it
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3 I ;. A ve] sn . _,.. smes g b P =
“Oidalom tompo 2 Kua) bulan cwobelah borabhioio
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By Ralondar, yvama. Juga menjadi tabugy buliu Yasaca,, kot
- Uit meaibeeikan. laporan, tentang pekerdaii ek jadi

Yayasan dari tahun yang becsanglutan/lampan ke podi

1

3

; - -
it Badan, Pendiri.

""“{ CTTer e s e KEAMOGAUTAAR BABAN PEMRILIRL e e e e -
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- “Angaauta-angnauba Bodan Meoadiri tordici dar i
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-4 ' vang hendolk menguduran Jiri, Lalah dituioaul oy

- dngaauta-anganuta Badan Pendivi upbul aen o’

== penggantinga; —--oeemmssee e

Coomercelkin yang nenurul Badan, Pendici sodalk Loacdi fnve

Yayasan ini telal meaber ikan Sasa-Jasia VORORG b i

bagi Yayasan inl. -—====—cmmmmm o
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. ~Jikalau suara yang scotuju dan. tidak setuju. sama. ——--

T mmmeses oo BADAN, RENGAHAS. ~---wm - cm o em e

W e e e e ml il e - e . —a - — ma r\asal lo _________________ —— o

- ~Badon Pengawas terdiri sebanyalk-banyaknya S (Lima)
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4. —Semua keputusan diambil aengan, suara. ¥ang: torbanyak
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dlalan Vetua Unum, Bidak hadir, oleh seorang Xetua, d
Pikaclan Inipun tidak hadir. oleh seorany yang dipiliy

clobedan dori antara mereka yang, Madir. ——-——-———-m-o-

P | [

Lurananya 2/35 (dua per tign) dari para anggauta yang

Bigped iy . e demb R U S

STikalau vang hadic tidak cukup, Ketua Rapat dapat --

Kurangnya sekali daolam 3 (Liga) bulan dan setiop wakdd

Rurananya 2/3 (dua per Eilga) daril Jumlah. anggauta ead

Reteiada et Uit == mem oo

idatam sonna rapal Ketua,Umum,m@m@gang,pimpinan,-—

Mgl ) oot baru,sccoumtwcepatnxa.satu.minggu.da1
uo!ambmtmlumbatnya,dalamvdua,miOQSU.setolah_itu; dalJ
Popal manda dapat diambll hepubusan-Kepubusan dengan 4

Lidak mengingat Jumlah anggauta yang hadir. —-—=—---4

seperti biasa, Kkecuali Jdikalau, dalam anggaran-dasar ]

dan. peraturan rumah-tangga. ditentukan cara lain. ---

v

banyaknya . maka undian yvang nenentukan. ikalau, mengen
Girl orang dan. Badan Pendir i yang. memutuskan -jikalau

mengenal hal-hal lain. =s=—smc oo oo

O G - T T T T e e e e e e e e e ]

Cadan MenguIuS,. ~ o e e ;

2. -Badan. Pengawas mopunyal Kewajiban. mengawasi pekeria
|

. ~Para anggauta Badan. Pengawas baik bersama-sama maup!

’ l masing-masing setiap. waktu kerja berhak memasulki ---

~

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH Ul, 2008



-

Yayasan: dan. berhak memeriksa dan. mencocokkan. Keadaan ™ -

halamanrhalaman.dan.bangunanfbangunan.sentaﬁxghpat—ﬁﬁ~;}

v

uang:ﬁas.dan.lain.sebagainya.sérta.mengetahui.semuaA—~*
tindakan yang. telah dijalankan. ——==-=-m=ommomemme o -

-Badan Pengurus, diwajibkan memberl penjeclasan— ~—————-—- =

penjelasan mengenal hal-hal yang ditanyakan oleh -para -

anggauta Badan Pengawas untulk kopentingan pomerihkaaan -

tersebyt. ----—=-=—--—= e e e

------------- - e O e -

2.

e o - o an S k¢ an e tm e o - —— pasal ll BTy S O G Y

¢ ~Tahun, buku, Yayasan., ini dimulai dari awal Lulan Janwuag @

sampal dengan akhir bulan. Cosember Elap-tias. tahiui. -
~Sagan. Pengurus. divajibkan membuat laporan Lahunan yang
disediakan bersama-sama. dangan. perhitiggan on porbang -
gungmiawab. nengenal Kouanain Yayasaie oo om e o

T RERUEALE

L TAMBAIRAN DARL DEMEVLEORAR e oo

___________________________ pd'-u.ll 12 e e (et e e e o - mp e e B e

“Putusan untul mecubab. atay menambah, anggaran-dasas o= -

-

gl

Vayasan inl atau untulX mesbubarkan Yayasain, hanaya ool e -

alau dalam rapat anggauta-anggauta Badon Dendiri oaul

yang berkenaan dizetujui oleh sokurang-kurangrisa 2/%5 {dus:

per
“Roputusan uptuk menhbubarkan Yovasan dopol dlombd ! oot b
ata

nempunyal Kekuatan hidup lagi atau heliyaan Vo asan ol al

tiga) dari Jjumlah anggauta Sadan Pencici. - e

5. usul Badan Pengurus ternyata, babwa Yayasan Cidol -

)

habls atauw sedemikian Kurangmyva, sehingsi moiueut Godars

Pengurus Cidal cukup, lagi o untul memenuhi boduoo Yavarail.

TToTmeemssceos CARA MEMQGUMARAN SISA KE

e e e i s e = ——— — rldsul l;l’ e e et o e e e e e e e e

-J1i

bunpyinya pasal L1665 Kitab. Undarng-undang Hulkuin Merdatao,

AYAfL e e

Kalau Yayasan inil dibubarkan, maka sletian wengl noslilkar -

Badan Pengurus barkKewadiban, untuk mengatue dan mombesan i

Sy
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kecuali jika rapat anggautafangmautaABadan.@endiri ---
mena2ntukan, cara mempermunakan.sisa.;ekayaﬂn.dengan.mcm

hatilkan dasar tujuan,vayasan, ————— T T e e L]

e 2 T-0° 8 B 1
Gemua, ha Yang Cidall atag tidak cukup. diatur <alam o
ind akan Jdiotur lebinh lanjut dmlum.peraturun_&umah‘fanﬁ

dan/a oy p@raturan:peraturan,khusus,lainnya_yapg dibuast
mlch,Smdam‘Pcnﬂuruu.dan_harus,dfsabkan_olch_Badun,PcudJ’
“P@fﬂﬁuﬁﬂn#peﬁaturan.t@rﬁebut tidak boleh memuat ——-.--

Kct@ntuanwxctemtuan.yamg.bertentanganAdensnn.ﬁwgﬁarcn-

Bamae Tai ol e

«ﬁkhirnya'para,pcnghadap,masih”tﬁtap,dcngan,bcrtindak r

antul div i sondic dan/atau_selaku,Kua;a Jopert L bor .k

=l

HiGnoranalan, bahwa.untuk~wertuma.gali.:lsunan_tcwau

AV cyes
Y ADBAN

o

Pavgurus, Dawan. fenaschat dan. Rewan Poengawa
adalah sebagaiiberikut ¢ Sseooni Ll gln.
SARAN PENAURYS. -

Ketua, Unium. :

Ketua I H

Relbua [ 2

Sekretaris Unum :

- Selkretaris. 1 :

(O]
(6]
o\
3
6]
o
£2
~1
9]
—
r=i

Bendobara Unum -
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'Beddaharaﬁl

Bendahara IIT :

Pembantu Unuia.

"‘ DEWAN DENASEHAT :

i -
| -
£ -
‘ T
~ .
‘ A
ha Y

l REWAN PENGAWAS. -

S

i
™

~beesemme——ee Sobagal yang. telab, diuraikan. - - momem e
~-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, -pada hari Jdan —-=-—

tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri cleh tyonya -===
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seboual saksi-saksi.

~Aktz inl dengon segara setelah saya, notaris, bacakan§

kopada para penghadap. dan. saksi-saksis ditundaftamganﬁ,;
3

utfrerjaan

oleh para -panghadap., kemudian oleh. saksi-saksi rersebut]
dan. maya, Motaris. —---------o-om--sso—oso oo oo mm s e lama
-Dibuat dengan memakal : , yaitu © . ,
. i
. e e T i i TR y'd dc
. . B ] $n Nege
-Akte aselinya ditanda tangani secukupnyd. ——---—-—--- ok, pad
~Diberikan. sebagail salinan. yang sama bunyinya oleh ---—-f
url ...
pemegang. protokol minuta akta inil, saya, o
. " untuk
: Motaris di Jakact
‘ : fengan |
bopada hacil indi. Senin, duabelas Lesember duarisu,lima =
i {beritah
(L2 VosenmeiECIIE ) . —— et -~ -~ R — i~~~ S — T bukti-
.\\_\
I p akan
4 Ini s¢
L
Hotaris, ‘ .
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a say:
da-tan
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G
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PERUBAHAN ANGGARAN DAGAR
YAYASAN MASJID NURUL AMAL
Nomor : l

—Pada bari ini, , tanggal-

~Fukul 10.30 WIB (sepuluh tigapuluh Waktu Indonesia Barat)
—Berhadapan dengan saya, ' . T

. Notaris di Jakarta, dengan dibadiri’
éaksi—saksi yang saya, Notaris kenal,'yang nama-namanya -—-—
akan disebut pada akhir akta ini : e

1.

r

2]

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH Ul, 2008









A

Notarls Jakarta

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH Ul, 2008



Notaris Jakarta

" kepada pemohon dalam hal ini para pendiri dan para —-—-——-——-

pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal dapat mengadakan atau -

(

-Sekarang para penghadap dengan bertindak dan berdasarkan-.
Penetapan Pengadilan Negeri tersebuf dengan inli menerang -
kan dan menyatakan sebagai berikut : ——————————-—eo————— e
merubah Anggaran Dasar Yayasan sesual dengan Undang—-undang
Nomor 16 tabhun 2001, ———————-——————m— o — o
Dan dehgan_tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dengan'ijin'dari pihak yang —-
barwenang, penghadap dikuasakan untuk merubah seluruh ———-
angga}an dasar Yayasan sesuai dengan Undang—undang Nomor -

16 tahun 2001, selanjutnya dengan ketentuan—ketentuan -——-

sebagai berikut: e o e e e e

= HNAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ———————————————

————— - Fasal 1. —-— > - -

1. Yavasan ini barnama :

——————————————— * YAYASAN MASJID- NURUL AMAL - ———

untuk selanjutnva disebut Yayasan, berkedudukan di —-—-

Depak:i - ' . ~

2. Yayasan'dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ——-
ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah -—-—-
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Penéurus —————

dengan persetujuan Fembina., ————————*——————o————————— s

s e ~ MAKSUD DAN TUJUAN ==————m—mmmmm e

———————— . ——- Pasal 2. ——=—m—Fetoo ot — e
Yavasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang @ ——————————

-- Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. —————S—-=——-——————-——

P\‘
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———

R Ipertemuan,;rumah sakit dan klinik;

3

KEGIATAN .

- Pasal 3.

‘Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan -

menjalankan kegiatan sebagai berikut: =

a.- Membina dan mengemhangkan sumber. daya manusia yang ———-
berkualitas.unggul. sebagai. sumber daya pembangunan ———-
dengan mendirikan lembaga—lembaga pendidikan formal dan

non formal .dengan mendirikan sekolah-sekolah dari —————

-tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan

Universitas/Perguruan Tinggi; —- ; e
'bi.Mengadakan kursus keteraampilan, kursus bahasa dan —-——-—-

kKursus agama islam;

Lc. endirikan- masiid; pondok pesantren, asrama, gedung— ~—-—

"dq Menyantuni, membina -dan meningkatkan harkat dan —-————-=

martabat fakir miskin, anak—anak yatim, anak—anak ——~--
-terlantar, anak-anak cacat, janda-janda miskin dan kaum

du’afa;s - =

g. Melaksanakan seminar, lokakarya, simposium pertemuan —-—
ilmiah: untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. —-—————-

. | ;4 N & P, EEE - R b, el

a2t D - PN, g

—== JANGKA WAKTU BERDIRINYA, -+

e YR ——r—-; Rasal 4., —~——————=
Yayasan, ini.didirikan untuk. jangka waktu. tidak terbatas —-

yang dimulai. sejak.:tanggal. duapuluh delapan‘ﬁei seribu ——-

|sembilanratus delapanpuluh empat. (28 Mei 1984). ——————— —

et — = KEKAYAAN

Pasal 5. v —— : .

1. Yayasan- mempunyai. kekayaam saat .ini. terdiri dari uang -

-l-t&ai-seb«?saml?\*p;-. Y R . ).—
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2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal
ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : —-———-

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; —-—-—-——--

b. wakaf dari orang atau badan hukum;

c. hibah dari orang atau badan hukumg;

d. hibah wasiat yang diserahbkan kepada Yayasan yang ———

tidak bertentangan dengan hukum wariss;

le. hasil dan pendapatan dari usaha—usaha Yayasan —————-—

sendiri dan hasil lainnya yang sahj; dan
‘f. perolehan lain yang tidak' bertentangan dengan ——————

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku. -

X. Kekaysan Yayasan sebagaimanra dimaksud dalam ayat 1 dan-
]
1
2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan —-——-—
tujuan serta kegiatan Yayasan sebagaimana dimaksud -———-—

dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar ini. ———

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembinaj;

b. Penguruss

c. Pengawas.

PEMBINA.

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan-—

-yang t%dak diserahkan kepada pengurus atau Pengawas. ——
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,—

maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua —————-

Pembina.
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Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah —-
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau -—-—
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina

dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai -

maksud dan tujuan Yayasan.

Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan —

oleh Yayasan.
Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak -—————
‘mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 ———————-
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut -
wajibldiangkat anggota Pémbina berdasarkan keputusan -~-—
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -
Seoranq Pembina berhak mengundurkan diri dari -——————- -
Jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis —————-—

mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling kurang-

30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran ———-——-—
dirinya. -
- Pasal 8.
1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ——-———- —
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya

apabila anggota Pembina tersebut;

a. meninggal duniaj -
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ————— :
| tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal -7 ayat 7; —

,'cu»tidak_lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-

| undangan yang berlaku;. - =
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -—

' berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena —————— .

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH Ul, 2008



" Notarls Jakarta

peraturan perundang-undngan yang berlaku., ————=—————

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota -

Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG FEMBINA

2. Kewenangan Pembina meliputi:

Pasal 9. -

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama ———————

Pembina.
Apabila Pembina. lebih dari satu orang maka yang ———————

berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina -——————

rditentukan oleh para Pembina.

a. keputusan mengenai  perubahan Anggaran Dasarg ——————-—

b. pengangkatan dan pewbarhentian anggota FPengurus dan-

atau anggota Pengawasgs 3 -

‘c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -—————-—

‘Anggaran Dasar Yayasanj

: ‘d. tengesahan program kerja.dan rancangan anggaran ————

tahunan'Yayasan;‘dan

|e; penetapan keputusan mengenai penggabungan atau ————-

pembubaran Yayasanj

f . pengesahan laporan tahunan;
g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-

Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka ————-

| segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua -

Pembina atau anggota Pembina berlaku. pula baginya. ————

RAPAT PEMBINA -

Pasal 10.

i. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 —

(satu)' tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan-—

setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, ——————=

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH Ul, 2008



- B4 Bl Wtk Bl Ny wsmm~ -

Notarls Jakarta

-dan- tanggal rapat.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga
mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas-

permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota ——

vPembina anggota Pengurus atau anggota Pengawas. ——————-—

Panggilan Rapat. Pembina dilakukan oleh Pembina secara -
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda -———-—

terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ———-

-diadakan dengan tidak memperhitungkan ténggal panggilan

Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal -—-

waktu, tempat, dan acara rapat.
Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, ——-—-—

atau ditempat kegiatan Yayasaen atau ditempat lain dalam

wilayah hukum Republik Indonhesia.
Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, -
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina-

dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ————

keputusan yang sah dan. mengikat.
Rapat Pembina dipimpin.oleh Ketua Pembina dan jika ————
Ketua Pembina- tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat-

Pembina akan . dipimpin-oleh: seorang yang dipilih oleh —

dan dari:anggota Pembina yang hadir.

. Seorang. anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh ————-

anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan

surat.kuasa. -

‘yang mengikat apabila. :

Pasal 11.

Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari ———-

Ligfiih anggota Pembinaj
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——

‘yuntuk mufakat.

|b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -——————-—

pemanggilan Rapat Pembina kedua;
[c.~pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, harus dilakukan paling lambat % (tujuh) ———
-hari sebelum rapat diselenggarakan, déengan tidak ——-
‘memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
'da Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10-
(sepuluh) hari dan-.paling lambat 21 (duapuluh satu)-

hari terhitung sejak.Rapat Pembina:pertama; -———————

le. Rapat Pembina kedua adalah sah dan:berhak mengambil-
teputusan yéng mangikat, apabila dihadiri lebih dari

172 (satu.per dua) jumlah anggota Pembina. -—————-——-

» Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah-

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk —-———-
mufakat tidak tercapai., maka keputusan diambil ———-—-—r

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)-

jumlah suara yang. sah.

.Palam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,

maka usul ditolak. .
Tata dara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -—-—————————-

I>merigeluarkan 1. {satu) suara dan tambahan 1 (satu) ——

“spara ‘untuk. setiap anggota Pembina lrain yang ——————

diwakilinyas;
b. pemungutan suara mengemai diri-orang dilakukan -———-
‘dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ———-

sedangkan pemungutan  suara mengenai hal-hal lain ——

;dilakukan secara . terbuka dan ditanda tangani, ~—————
— .
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“Notaris Jakata . . | kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada —-

keberatan dari yang hadir;

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak --

dihitung dalam menentukan»jumlah‘suara yéng ————————

dikeluarkan.

'6; Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ———
I ditangatangani oleh.Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. -
|7a Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ———

‘tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -—-

‘dengan akta nataris.: —
lBs-'Pembina dapat-mengambil ‘keputusan yang sah tanpa —————-— :
-mengadakan -Rapat Pembina, dengan ketentuan semua -~—————
anégcta Pembina  telah-dibemritahu secara tertulis dan —
semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai —

usul yang diajukan secara tertulis serta: menandatangani

3 persetujuan -tersebut.
|9f Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat-—

8, mempunyai :kekuatan yang sama dengan keputusan yang -

diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
. ~[10.Dalam'ha11hanya ada 1. (satu) orang Pembina, '‘maka dia ——

dapat mengambil keputusan@yang'séhzdan=mengikat. ——————

O T |5 TR0 T Pasal 12. T T
s 1. Pembina wajib .menyelenggarakan rapat .tahunan setiap ——-

tahun, -paling lambat.5S (lLima) bulan. setelah tahun buku-— -

| Yayasan ditutup.

2., -Dalam Rapat: Tahunan.Pembina Melakukan.: -

- 1 {a. evaluagi:tentang harta kekayaan,. hak dan kewajiban —

Yayasan-tahun yangd:lampau sebagai dasar pertimbangan

bagi .perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk -
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1 tahun yang -akan datang:

b. pengesahan Laporan' Tahunan yang diajukan Fengurus;——

c. penetapan kebijakan umum»Yaygsan;' o

‘1d. pengesahan -program kerja-.dan rancangan anggaran ———-—

tahunan Yayasan.
Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat ——-

tahunan. berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -——-

-tanggung jawab sepeniuhnya- kepada para anggota Pengurus-—

dan Pengawas atas ‘pengurusan dan pengawasan yang telah-

|dijalankan selama tahun.buku yang lalu, sejauh tindakan

tersebut tercermin-dalam Laporan Tahunan.

~PENGURUS — - - -

- | Sekretaris Umum.-

41 Bendahara Umum. -

—— o -— Pasal 13. ~—-- ————
Pengurus adalah organ .Yayasan yang melaksanakan ~——-————

kepengurusan Yayasah vang sekurang—kurangnnya terdiri -

ldari’ & semesaesaa

a. seorang Ketuaj; - e - . - -

b. seorang -Sekretaris; ddn

c. seorang Bendahara:

Dalam hal-diangkat:-lebih dari 1 (satu) drang Ketua, ———

f‘maka'lk(satu)‘uréﬂg‘diantaﬁanya*diangkat sebagai Ketua-—

Umtim, ————m s

‘Dalam hal diangkat'lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris

1makail- (satu) orang diantaranya diangkat sebagai —~——-——-—

" Dalam ‘hal diangkat leébih dari 1 ¢satu) orang Bendahara,

maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai —————-

e e

= R U e Pasal 14, ———-—a

:Yang dapat diangkat sebagai anggdta Pengurus adalah ——-—
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&owﬂsJﬂmﬂa orang perseorangan yang mampu.-melakukan perbuatan hukum
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan ————————
pengurusan . Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi --—-———
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan ———

pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung

sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina ——

untuk jangka waktu S (lima) tahun dan dapat diangkat ——

kembali.

,3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium ———-—

apabila Pengurus Yayasan :

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan -

-‘ pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -—

‘b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung —--—

, dan penuh. ——r————r—- r——
[4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka ——
waktu paling lama 30 (tigapuluh). hari sejak terjadinya—

kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk-

mengisi kekosongan itu, «——

{5,.Qalam hal semua Jabatan Pengurus .kosong;,; maka dalam ——-—
.+, | Jangka waktu,.paling:lama 30 (tigapuluh) hari sejak ———
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ————————-
menyelenggarakan rapat.untukwmengangkat“Pengurué baru -

dan;untukgsemantara;ygygsan diurus oleh-Pengawas. ———-

6. Pengurus berhak mengundurkan diri. dari;jabaténnya, —_—

dquanﬁmembanitahukan secara tertulis mengenai —-——————
maksudnya tersehutdkgpada.Pembina-paling lambat 30 ———
(tigapuluh) hari sebelum tanggal penguduran dirinya. --

|7..Dalam hal terdapat, penggantian Pengurus Yayasan, maka. -

B .,dalam;qangkaﬁwaktg paling. lambat 30. (tigapuluh) hari .—-

\
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—

terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian bengurus—
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan -—————
secara tertulis kepada Menteri kehakiman Dan Hak Asasi-—
manusia ﬁepublik Indonesia dan instansi terkait. ————— -

Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -—————-

Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

1-

2.

3.

5'.

Jabatan anggota:Pengurus- berakhir, apabila:

Pasal 195.

meninggal duniaj

-mengundurkan dirig; =

R

‘sedikit & {(lima) tahungj

‘masa jabatan berakhir.

bersalah melakukan tindak pidana. berdasarkan putusan ——

pengadilan yang diancam déngan hukuman benjara paling -

diberhentikan berdasarkan Keputusan‘Rapat Fembina; —-——

~ 1 TUGAS DAN'WéWENANG‘PENGURUS

Pasal 16.

Penguriis bertanggung jawab penuh atas kepengurusan —--—-—

Yayasan untuk kepentingan Yayasan.

. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -——

~Bnggaran’ tahunan. Yayasan untuk disahkan Pembina. —————

yang ‘ditanyakan-oleh Pengawas.

Pengurus wajib ' memberikan penijelasan tetang segala hal-

1

‘Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan —
‘penuh tanggung: jawab' menjalankan tugasnya dengan ——————
i merigindahkan peraturan ‘perundang—-undangan yang berlaku.

"Pengurus berhak mewakili yayasan didalam dan diluar ———

"pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ————————

kejadiany dengan-pembatasan  terhadap-hal¥—-hal sebagai ——

berikut :
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-maupun diluar negeri;

- har:ta tetap atas nama .Yayasangj -

‘tercapainya maksud dan ;tujuan Yayasan.

-meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ~——

(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank); ———
mendirikan suatu usaha baru atau melakukan —-———————-

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam-

-memberi atau menerima.pengalihan atas harta tetap; -

-membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh

menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan ——

Yayasan serta mengagunkan/membebani-kekayaan ———————

Yayasan;

‘mengadakan perjaniian dengan organisasi yang -——--———-

terafilisasi dengan Yayasan, Pembina, Penqurus dan —--
atau Pengawas Yayasan -atau seorang yang bekerja pada

Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi —-

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat S, ———

huruf.a, by c,.d,. e dan_f. . harus mendapat persetujuan ——

dari Pembinéa

wT—rmTeoT=——=—— Rasal 17.

Pengurus;tidak,perwenang;mewakili.Yayasan dalam hal g ———-

1. mengikat Yayasan:sebagai penjamin utangs

2. .membebani kekayaan .Yayasan untuk kepentingan pihak ———

i

'3-

!

laing. ymr——am——s

-mengadakan perjanjian..dengan organisasi yang —-————————
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau-
. Rqugwas-Yayasan,atau“seseqrang vang.-bekerja pada ———
Yayasan,.yang .perjanjian . tersebut tidak ada ——————————

-hubungannya bagi. terncapainya .maksud dan -tujuan Yayasan.

L§\\;;\ mo—mes————oe———— Pasal 18. et -
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1.

2.

Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -—-—

Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas ———

nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan ———--—
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak -—————————
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang —-—-—
Ketua lainﬁya bersama—-sama dengan Sekretaris Umum atau-
apabila Sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan ——
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ———-—
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya -
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya ——-;——--

berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-—

mewakili Yayasan. —--—~—-——
Dalam hal banya ada seorang Ketua, maka segala tugas ——

dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku -

juga baginaya.
Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -—-————
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka -

segala tugas dan wewenang yang diberikan: kepada —-——————

Bendahara Umum berlaku juga baginya.

. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus —-—

ditetapkan oleh Pembina mélalui Rapat Pembina. —-——————-
Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ———

seorang atau labih wakil atau kuasanya berdasarkan ———-—

surat kuasa. -

PELAKSANA KEGIATAN

- Pasal 19.
Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ————— -

Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat-—

Pengurus.
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Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan-—
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan ———————-—
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau
dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan ————-—
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan-—
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -————-—
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu

5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak-

mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk

memberhentikan sewaktu waktu. : -

Pelaksana Kegiatan Yayasan hertanggung jawab kepada ———

Fengurus.
Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau —

honorarium yang jumlahnya ditentukan .berdasarkan ——————

keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20.

Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayaéén—

dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan -——————

pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan -—

Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak-
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya ——————-

bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili -

Yayasan.
Dalam hal Yayasan mempunyai. kepentingan yang ———=—7777"

bertentangan,denganukepentingan seluruh Pengurus, maka—

Yayasan diwakili oleh Pengawas.

‘,\ e ——————— RAPAT PENGURUS
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Pasal 21,
Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana ——-
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu ———-
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. ———-—

Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang —

berhak. mewakili Pengurus.
Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap ———-—
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat —-

dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) -

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ——

Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan acara,

tangoal, waktu dan tempat rapat. -———

Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau

ditempat kegiatan yayasan.
Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam —---———

wilayvah Rebuplik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-

Pasal 22.

Rapat Penqurus dipimpin oleh Ketua Umum.
Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan
maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota-

Pengurus. yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang —————

hadir.
Satu orangvPengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus-
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -

Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang-

mengikat, apabila :

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah —

Pengurus; -

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, -

\
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pemanggilan Rapét Fengurus kedua; ————
€. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 -
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ——-
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ——-
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambaf-21 (duapuluh satu)-—
hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; —-——-———
. "e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ——————

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari

172 (satu per dual) jumlah pengurus.

“ i FPasal 23.

i. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan ————

musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ————-——

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ———————

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)-—

jumlah suara yang sah.

l3. Dalam hal suara setuju dan- tidak setuju sama banyaknya,

maka usul ditolak.
I4. Pemungutan suara mengeﬁai diri orang dilakukan dengan -
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, - sedangkan ————
pemungutan suara mengenai- hal-hal lain dilakukan secara

terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak-~

ada keberatan dari yang hadir.
'5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung -

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ——————

'6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang —

I\Eifi?datangani~oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang ———
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anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat —————

sebagai Sekretaris rapat.
Penanda tanganan yang dimaksud dalam ayat 6, tidak ———-

disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan —-

akta Notaris. - -

- Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-

mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua ————-
.anggota Pengurus telah diberitahu secara. tertulis dan -
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai-

usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani

persetujuan tersebut. :—
Keputusaﬁ~yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat-

8, mempunyai kekuatan yang sama cengan keoutusan yang -

diamhil dengan san dalam Rapat Pengurus. -

PENGAMWAS:

= Pasal 24.
Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan -

pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam —-—

menjalankan kegiatan Yayasan.

- Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota

Pengawas. = =
Dalam hal -diangkat .lebih dari 1 (satu).orang Pengawas, -

maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai-

Ketua Pengawas.

;Pasal 25.
Yang dapat . diangkat sebagai anggota. Pengawas adalah ——-
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan —-———————-

pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -———-

LZfofan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan ——-
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pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum fétép.
Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina ——

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat —-

kembali.

- Dalam ha1‘jabatan~Penqawa5_kosong,,maka‘dalam jangka ——

waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari. sejak terjadinya-

kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk

mengisi kekosongan-itu. -
Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam ——-—
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ———

terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ———-————-

" menyelenpgarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru,-

dan untuk sementara Yayasan diurus elen Pengurus. -——-—-—
Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ———-
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -——————— :

maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ———-—

-(tigapuluh) hari sebelum: tanggal pengunduran dirinya. -

; Dalam hal terdapat penggantian Pengawas :Yayasan, maka -

dalam jangka waktu paling lambat 30.(tigapuluh) hari —

" terhitung sejak.tanggal dilakukan -penggantian Pengawas-—

‘Yayasan, Pembina ‘wajib menyampaikan pemberitahuan —-——-—

secara- tertulis kepada Menteri .Kehakiman Dan Hak Asasi—

Manusia Republik Indonesia dan. instansi terkait. ——————

‘Pengawas tidak .dapat merangkap sebagai Pembina, ——————=

pengurus atau.Pelaksana Kegiatan. -

| 2v ‘mengundurkan diri; -

Jabatan Perigawas .berakhir .apabila z-

1. méninggal duniaj;

-— Pasal 26.
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bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusah -

pengadilan yang diancam déngah hukuman -penjara paling -

sedikit '3 (lima) tahun; —-

‘diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembinaj; atau

masa jabatan berakhir.

TUGAS. DAN WEWENANG PENGAWAS

‘Yayasan.

“|e.-memberi peringatari-:kepada Pengurus..

‘R 5

|a.

Pasal 27.

." Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggqung -——

-jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan ——

“Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang ———-—

bertindak untuk dan atas nama Pengawas. —————————r—————

;- Pengawas berwenang & - r —

:a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang --—

‘ digergunakan Yayasangj

b. memeriksa dokumenj;

c. memeriksa-pembukuan dan mencocokkannya dengan uang -

kas; atau

d. mengetahui ségala-tindakan yang ‘telah dijalankan ——

w oleh Fenguruss

‘Pengawas dapat memberheritikan untuk sementara 1 (satu)-

orang atau lebih Pengurus; apabila.Pengurus tersebut -—-

Ibertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -

peraturan perundang—~undangan yang-berlaku.

., Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara-—

‘| tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -

Ralam- jangka. waktu -7 :¢tujuh) hari terhitung sejak ————-—

tanggal pemberhentian-sementara itu,-Pengawas ————————=

diwajibkan untuk melaporkan secara. tertulis kepada ——-

\.
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17, Pembina demgan keputusan .Rapat Pembina wajib :

Pembina. -
Dalam jangka waktu 7 itujuh)~hafi terhifung sejak ————v
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ————-
dimaksud dalam ayat &6, maka Pembina wajib memanggil -———

anggota Pengurus yang bersangkutan .untuk diberi

kesempatan membela diri,
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ————-
tanggal pembelaan .diri sebagaimana dimaksud dalam
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -—
b. - membérhentikan: anggota Pengurus yang bersangkutan; -
Dalam hal Pembina tidak melakcanakan ketentuan ————————
sebagaimana dimaksud .dalam ayat 7 dan ayat-8, maka ————
pemberhentian. sementara batal demi hukum, dan yang —--——-—
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. ~————-
.Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, ——-—

~maka untuk.sementara Pengawas diwajibkan mengurus ——-——-

Yayasan.

=== ‘RAPAT PENGAWAS .

1.

Pasal 28. —-

Rapat: Pengawas.dapat.diadakan setiapuwakt& bila

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari segrang ——

atau lebih;Réngawas atau Pembina.

Panggilan Rapat.Pengawas-dilakukan oleh Pengawas yang -

berhak mewakili:Pengawas. ——-

. Panggilan-Rapat~Pengawas~disampaikan~kepada setiap ———-—

Pengawas. secara langsung,.-atau melalyi surat dengan -———
mendapat tanda. terima, paling lambat.tujuh (7) hari ———

.sebelum rapat diadakan, dengan.tidak memperhitungkan --

tanggal panggilan.dan tanggal rapat. —-—:
\..
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Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal';

| waktu -dan tempat rapat. : S

Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau

ditempat kegiatan Yayasan.

Rapat Pengawas dapat. diadakan ditempat-lain dalam —~————

.wilayah,hukum_Repgb}ikrlndonesia denganypersetujuan —

‘Pembina.

1.

: 2.

|-

1 kuasa, —=s#=-—=sqs L

[ mengikat apabila:

-Pasal 29.-

‘Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.

Dalam hal Ketua Umum tidak ‘dapat- hadir atau berhalangan

1-maka RapatiPeéngawas akan dipimpin-‘oleh satu orang ————-

Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yanq —————

nadir,  —-——m—— w_ N L
Satd orarig anggote Pengawas hanya-diwakili oleh ——————

Pengawas lainnya‘dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat

‘"Rapat Fengawas- sah’dan berhak :meéngambil- keputusan yang-—

| '@y dihadiri paling-dedikit 2/3. (dua per tiga) dari ———-

1 Jumlah-PRengawas; "=-=——-—-

lfb.!dalamihabfkorum“sebaqéim&navdimaksud dalam ayat 4 —

‘hurdf ‘&, tidak - tercapai, maka dapat: diadakan ——————-—

‘| 'pemanggilan Rapat Pengawas keéduaj:—=+

et 1éa-pemaﬁggiran'sebagarmana vyang-dimaksud dalam ayat 4 -

‘huruf b barus ‘dilakukan-palirig :lambat 7 (tujuh) -—---
1'hari sebelum rapat -diselenggarakany ‘dengan tidak ---—

memperbitungkan -tanggal 'panggilan:dan tanggal rapat;

~"'|'ci‘."tRap::\t“*-‘F’e‘ru’gem.a\'53‘-‘kecluat diselenggarakan paling cepat 10

2 Ysepuluh) - hari dan=palirng ‘lambat-21-(duapuluh satu)-—-

hari‘ terhitung dari:-sejak~Rapat Pengawas pertama; --—

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH Ul, 2008



Notarls vakarta

.-e.-Rapat_Penggwas kedua adalah sah dan berhak mengambil

- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh —-——-—

paling sedikit: 1/2 (satu.per dua) - jumlah Pengawas. —

mmmmmmmmmmmm— e ——z—== Pasal 30. —-romwTrosoooos ————

Keputusan Rapat Pengawas harus diambil. berdasarkan ————

musyawarah untuk -mufakat..

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk —-—————

.mufakat tidak tercapai,-maka keputusan -diambil ————————

berdasarkan suara setuju lebih dariii/2. (satu per dua)-

jumlah suara yang sah.

Datam hal suara setuju. dan- tidak. setuju.sama banyaknya,

4. maka ausul ditolak. ————: e - -y

Pemungutan suara- mengenai diri orang.dilakukan dengan —

surat .suara. -tertutup-tanpa..tanda. tangan, sedangkan -———

pemungutan suara.mengenai hal-hal:lain dilakukan secara

-terbuka, -kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak—

ada: keberatan dari;yang.-hadir. .

Suara abstain dan.suara:yang.tidak .sah tidak dihitung -

‘dalam henentukan;jumlahwsuanayyang;dikeluarkan. ———————

Setiap-Rapat -Pengawas dibuat:Berita Acara Rapat yang —

'ditanda_tanganiyplehﬁketuazRapatLﬁaa.l ¢(satu) orang ——-—

anggota Pengu{qsglainnya.yang,dituniuk.aleh rapat ———~

sebagai-Sekretaris.wrapat. Tr—=7w77

: Benandatanganannxang@dimaksud-d@bam;ayat 6, tidak ————-

.dimydratkan .apabila Berita.Acara Rapat dibuat déngan -

akta-natanis. —rTnmTETETTmTITOTRTTTTT

=-Pangawas~dapat;jugaamengambik,keputusan yang sah tanpa-
gméqgadakgn;Rapat.Pengawas,udengan;kgtentuan semua —————
-Pengawas telah.diberitahu.secara. tertulis dan semua ——-

|.Pengawas. memberikan persetujuan mengenai usul yang ~———
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diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul -—-—

tersebut.
Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat

8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -

diambil' dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN :

1.

2.

Pasal ‘31.

Rapat Gabungan- adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus

dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan-

tidak lagi” mempunyai Pembina.

“Raﬁat~Gabungaﬁ~diadakah'paling lambat 30 (tigapuluh) -~

T hari terhiting séjak Yayasan' tidak- lagi mempunyai ————-—

Pembina. —- - - -

3.

4.

|- wak tii, tempat dan acara rapat.

“Panggilan Rapat:' Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -————
Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap ———-—
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui ---—
surat dengan mendapat- tanda terima, paling lambat 7 ———
‘¢tujul) hari’sebelum rapatidiadakan, dengan tidak ——---—

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —

s 'Panggilan’ rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, ——

. ‘Rapat BGabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau

- ditempat kegiatan ‘'Yayasan. —:

7.

8.

“Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. —————————-—

~Ddlam ‘hal Ketua Pengurus tidak ada atau -berhalangan ———

I hadir,: maka Rapat Gabungan idipimpin oleh Ketua —————— -

Pengawas.”’

. Dalam hdl Ketua Pengurus ‘dan Ketua '‘Pengawas tidak ada -

atiu berhaldngan hadir, maka‘' Rapat Gabungan dipimpin —-

tleh’ Péngurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari-

’\A
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&

Fengurus dan Fengawas yang hadir. ---

———————————————————————— Pasal 32. —————————————mmm oo — o

Satu orang Fengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus-
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -
Satu orang Fengawas hanya dapat diwakill oleh Fengawas-
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -
Setiap Fengurus atau Fengawas yang hadir berhalk —-—————-
mengeluarkan. 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap Pengurus atau Pengawas lgin vang ———--— ———=
diwakilinya. ——————————=——s——-————-—-—-————————ooooomT e
Femungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ———-

pemungutan suara mangenail hal—-hal lain dilakukan secara

terbuka,. kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak-

ada keberatan dari yvang hadir. ——= ==

Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak

dik.=luarkan, dan dianggap tidak ada. - —

KORUM DAN FUTUSAN. RAFPAT BABUNGAN —————————————

Fasal 23. -

[
.

a. Rapat Bébungan adalah sah dan berhak mengambil ———-—-
reputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ———-
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota —-——-

Fengurus dan 2/3 (dua per- tiga) dari jumlah anggota-

.Fengawas. —
lbf Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,

 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan —————-—=

. pemanagilan. Rapat Gabungan kedua..

.lc. Femanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1,-

huruf b, harus dilakukan. paling lambat 7 (tuiuh) ———

hari sebelum rapat-diselenggarakan,. dengan tidak —--—-

v-\~
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memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
,d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) -

hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. —-———-—-

,e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil’

keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling —----
sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota ———--

Fengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota-—

Pengawas. —————— e e e e e
Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas --
ditetapkan berdasarkan musyawarah untQk mufakat., —————-
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -—-———-—
mufakat tidak tercapai, maka kepuatusan diambil dengan -
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling —-—————
sedikit 2/Z (dua per tige) bagian dari jumlah suara —-—-—
yang sah yang dikeluarkan dalem rapat. FooT T
Setisp Rapat Gabungan dibuat Ferita Acara Rapat, vang -
untuk pengesahannya ditanda tangani oleh kKetua Rapat —-—

dan 1 (satu) orang anggota Féngurus atau anggota -—-———-—

Fengawas yang ditunjuk oleh Rapat. - -
Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, -
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak -—----—

ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yvang —————-

terjadi dalam rapat., ——————- - e
Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, —-—-—

tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ——

dengan akta Notaris. —- e
Anggota Fengurus dan anggota Pengawas dapat juga —-———-

mengambil keputusan yang sah tanpa mengadkan Rapat ——-—

Gabungan dengan ketentuan semua Fengurus dan semua ———-—
—
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Fengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ——-—
Fengurus dan semua Fengawas memberikan Persetujuan ———-—
mengenal usul yang diajukan secara tertulis, dengan ~—-

menandatangani usul tersebut. ————————— o __

8. Keputusan vang diambil d2ngan cara sebagaimana dimaksud
dalam ayat 7 (tujuh) mampunyai kekuatan yang sama ————-

dengan keputusan vang dizmbil dengan sah dalam Rapat —-

Gabungan. —-—mmm e ————
——————————————————————— TAHUN BUKU ~~——m e
———————————————————————— Fasal 34. ==
1. Tahun buku Yayvasan dihulai dari tanggal 1 (satu) ——————

‘Januari sampali dengan tariggal tigapuluh satu Desember .-
2. Pada akhir-Desember tiap tahun, buku Yavasan ditutup. -
Z. Untuk pertama kalinya tahun buku Yavasan dimulai pada -

tanggal dari Akta Fendir:an Yayasan dan ditutup tanggal

tigapuluh satu Desember cuaribu empal (3i Desember ————

2004). -

1. Fengurus wajib menyusun s=zcara tertulis itaporan tahunan

paling lambat 5 (lima) tulan setelah berakhirnya tahun-

buku Yayasan. ——=——————-

N

Laporan tahunan memuat s2nrurang-kurangnya:
a. laparan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun —-
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; —-———-

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi ——

keuangan pada akhir periods, laporan aktivitas, ————

laparan arus kas dan catatan laporan keuangan. ——-—-—

IS. Laporan téhunan wajit ditandatangani oleh Fengurus dan-

|F\g e
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palam hal terdapat anggota Fengurus atau Fengawas yang— '~

tidak menandatangani laporan tersebut, maka vang ——————

'bersangbutan harus menyebutkan alasan tertulis. —-——————

Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat —————
tahunan. —————————————————so—s— T smmm T EEE T
Ithtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesual dengan-—
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkaﬁ ~
pada papan pengumuman di kantor Yayasan. —-—-TTTTTTTTTT
Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ———
ayat (&) wajib diaudit oleh Akuntan publik dan diumum —

tan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ——————

apabila Yayasan @ —====TTTomTTTmTTTTmmmTTImmITIIIT
a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri atau-—
pihak lain sebesar Rp.500.000.000,00 (limaratus juta
rupiah) atau lebih; atau ——===--=== T TTTTTTTTTTTTOT
b. mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar ———77~7

Rp.20.000.000.000,00 (duapuluh miliar rupiah) atau —

lebih. - - e —

Fasal I6. ————————— oo TTTTTTTTTTTT
Ferubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ————~
bardasarkan keputusan Rapat Fembina, vang dihadiri ————
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ——————
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan ————~
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per ——7

tiga) dari seluruh jumlah -Fembina yang hadir atau yang-—

diwakili. : e —————

Lﬁisgiiam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, —~

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH Ul, 2008



Notarls J'akarta

tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina
yang kedua paling cepat % (tiga) hari terhitung sejak -

tanggal Rapat Pembina yang pertama. —————————te

S. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh

lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina. ———
'6. Keputusan Rapat Fembina kedua sah, apabila diambil ~——-
berdasarkan persetujuan suara terbaﬁyak-dari Jumlah —=—-—

Fembina yang hadir atau yang diwakili. —~———————e__

———————————————————————— Fasal 37, ——————mm
1. Ferubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris-
dan dibuat dalam bahasa Indonesia. —~——————————————ee__

|2- Ferubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap

maksud dan tujuan Yayasan. R W~ ——
|3. Ferubahan Anggaran Dasar yang menyanghkul perubahan nama
dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuvan dari -

Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusiz Republib ~——-———

Indonesia.

4. Ferubahan Anggaran Dasar selzin vang menyanghkut hal-hal

sebagaimana dimaksud dalam ayat I, cukup diberitahukan-—

kepada Menteri Fehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia. -

.Ferubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada ——-

41]

saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuwali atas —————————-

persetujuan kurator.

—————r——— - —— PENGGABUNGAN ———————————

———————————————————————— Fasal 8. ————————- e
1. Penggabungan Yayasan .dapat dilakukan dengan ——————————

|1 menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ——————

Yayasan lain, dan mengakibatkan Yaysan yang menggabung-

kan diri menjadi bubar.

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH Ul, 2008



-

Notarie Jakarta

Fenggabungan Yayasan sebagaimada dimaksud dalam-ayat 1-
(satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan : —————————
a. ketidék mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha-
’ tanpa dukungah Yayasan lain; ———————————m——m—em e
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ————-—-—-
’ bergabung kegiatannya sejenis; a;au ~~~~~~~~~~~~~~~~
c. Yayasan yang benggabungkan diri tidak pernah —-—--—--—-
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ——-———---
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -

Usul penggabungn Yayasan dapat disampaikan oleh —~——---—

Pengurus kepada Pembina. -

——————— --—- Fasal 39. ————————————mm

tJ

Fenggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan-
teputusan Rapat Fembina yang dihadiri paling sedikit —-
3/4 (tiga per emﬁét) dari jumlah anggota Fembina dan —-
disetujui paling sedikit F/4 (tiga per empat) dari ——-—-
seluruh jumlah anggeta fF=2mbina yang hadir. -——————v———v
Fengurus dari masing-masing Yayasan yvang akan ————————-—
menggabungkan diri dan yang akan -menerima penggabungan-—

menyusun usul rencana penggabungan. ——————————————————-—

‘Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ——

ayat 2, dituangkan dalam rancangan akta penggabungan --

- oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri

dan vang akan menerima penggabungan. ———-

- Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan-

dari Fembina masing-masing Yayasan. ————————m——————m———
Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dituangkan

dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris -

dalam bahasa Indonesia. -

.Léi§ﬁfggurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumuhkan -
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hasil penggabungan dalam surat kabar ﬁarian be;baﬁasa'~
Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung -
'géjék penggabungah.ééié;ai dilakukan. ——————————me——
Dalam bhal penggabungan Yayasan diikuti.dengan perubahan
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri —-——-—
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan —-
Anggaran Dasar'Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri
Fehakiman Dan Hak Asasi Manusia, untuk memperoleh ——;——

pertemuan dengan dilampiri akta penggabungan. ——————

hJ

| kan kekayaan Yayasan.

R PEMBUBARAN ——————— e

Yayasan bubar karena: e e — ——
a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yvang-—
ditetapkan dalam Anggaran. Dasar berakhir; —————————
b. tujuan Yayasan vang ditetapkan dalam fAnggaran Dasar-
telah .tercapai atau tidak tercapai; ———————————ceu——

c. pﬁtusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum ———-

tetap berdasarkan alasan : - e e e

1. Yayasan melanggar ketertiban umum . dan kesusilaan;

£. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan-—

l pailit; atau :
:YE. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi
t utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. ————- :

Dalam hal. Yayasan bubar sebagaimana.diatur dalam ayat -

1, huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk memberes—

Dalam. hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus ———-—

bartindalk .sebagai likuidator.
Fembubaran Yayasan dapat dilakukan berdasarkan Keputus-

an Rapat Pembina yang dihadiri atau mewakili paling —-——

——
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sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota —-——-—-—-
Fembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per ———-
empat dari seluruh jumlah anggota Fembina yang hadir --—

atau diwakili., —————m——m——m e ————————

—————————————————————— fasal 41, ——f—————————————

Dalam hal Yayasan bubar, Yayasaﬁvtidak dapat melakukan-—
perbuatan hukum, keéuali un tuk ﬁégﬂéfééféﬁﬁkahgxaannya—
dalam proses likuidasi. -—-—-————=————————————————————————
Dalam hal'Yayésan sedang dalam proses likuidasi, untuk-

semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi®”-

dibelakang nama Yayasan. -— S — ——————
Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku --—-
peraturan perundang-undangan dibidang kepailiten. ————-
‘Ketentuan mengen2i penunjukkan, penganghkatan, —-——-————-
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, —————
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengwasan —-—
terhadap Fengurus, berlaku juga bagi likuidator. —--————-
Likuidator atau Kurator yang ditunjuk wvntuk ma2lakukan -

remberesan kekayazan Yayasan yang bubar atau dibubarkam,

| paling ‘lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal ———
da

renunjukan wajib mengunumkan pembubaran Yayasan n —-—-

proses ‘likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa-

Indonesia.

Likuidator atau kKurator- -dalam jangka waktu paling --——-

lambat 30 (tigapuluh):hari terhitung sejak tanggal ———-

proses likuidasi terakhir, wajib mengumumkan hasil ———-

| likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Likuidator atau Kurator dalam jahgka waktu paling ———

| lambat 7 (tujuh) hari’ terhitung sejak’ tanggal proses —-

likuidasi berakhir wajib melaporkan Fembubaran Yayasan-—

—

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH Ul, 2008



“Notarls Jakaria

kebada Fembina. —+~——-————v—cmm
Dalam.hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ————————-
sebagaiman dimaksud ayat 8 dan pengumuman‘hasil ————;——
likuidasi sebagaimané dimaksud ayat 7 tidak dilakukan,—

maka bubarnya Yayasan tidak berlaku lagi pihak ketiga.—

N

————==— CARA. FENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIFUDASI ——-———_

. Fasal 82, ———-mommmeme

Fekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan
lain .yang meﬁpunyai maksud dan tujuan yang sama dengan—
Yayasan yang bubar. ——————-eeee—
Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ———-—
dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain -

vang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan vang -

bubar, apabila.hal. tersebut diatur dalam Undang-undang—

7

-vang berlaku bagi badan hukum terssbut, ———————————_
Dalam hal keka*aan sisa hasil likuidasi tidak —————m———u
diserahkan kepada Yayacsan lain. atau kepada badan hukum—
lain sebagaimana dimaksud dalem ayet 1 dan ayat 2, -——-

tekayaan tersebut dicerahkan kepada Mzgara dan ——-—————-

-penggunaannya dilakukan sesuai denzan maksud dan tujuan

Yayasan yang bubar. .

-————~———=————— FERATURAN FENUTUP ——————- -~

-~ Fasal 43. ———————aun -

_Hal-hal yang . tidak diatur atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diputuskan cleh Rapat Pembina.-
Menyimpang dari ketentuan dalam Fasal 7 ayat 4, Fasal -

13 .ayat 1, dan Pasal 24 .ayat 1 Anggaran Dasar ini —————

mengenai tata cara pengangkatan Fembina, :Fengurus dan -

Fengawas untuk -pertama kaliava diangkat sebagai --————-

Fembina, Pengurus dan Fengawas Yayasan dengan susunan -
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fa. Pembina :
- Ketua :
g - Anggota :
- Anggota :
r—'Anggota :
l— Anggota 3
[— Anggota :
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- Anggota :

~— Anggota 8

"Pengangkatan anggota.Pembifa Yayasan, '|nggota Fenqurus-

~iriYayasan dan Bnggbta Fengawas' Yayasan: tersebut menurut -

keterangan penghadap” telah diterima:- tleh masing-masing-
yang:bersangkirtant dan. harus  disahkan -dalam Rapat ——————

- Pembina pertam&’ikalidiadakan,”setélah Akta Fendirian -

' ini- mendapat pehrgesahan. atau didaftarksn pada Instansi-
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)yang;berwenang.-———ﬁ—-——e——~—-~-—ﬂh ——————————— —————————
Pengu?us.vayaéan dan

e o iy Cme . v L. ‘ . -

‘baikqbersama~sama:maupun sendiri-sendiri dengan hak -——--

un tuk memindahkanukekuasaan'in; kepada orang lain —-————

dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau —————e-ee_ ‘

‘pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi -

-yang berwenang :dan: untuk membuat pengubahan dan/atau
tambahan dalam -beatuk. yang bagaimanapun juga yang ————-

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan ~—--—

-untuk mengajukan serta menandatangani semua:permchonan-
idannquumen«Lginnya,-untuk memilih tempat kedudukan dan

‘untukimelaksanakan - tindakan lain Yyang mungkin —————————

e =7~ DEMIKIANLAH AKTA INI ~———— : -

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada -

dihadiri oleh : —- ==

e R

‘hari: dan. tanggal.. tersebut pada k=2pala akta ini, dengan -——
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